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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan
penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik
perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian
Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal
yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan yang
harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2010 -
2014 tumbuh cukup tinggi (rata -rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005 -
2009 yaitu 5,6%) namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan
[1/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada aw al periode (tahun 2010
2011) didorong oleh tingginya harga  -harga komoditi ( commodities super cycle )
utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata -rata 9,8%). Pada
periode tersebut, pereko nomian dunia tumbuh rata  -rata 4,75% didorong oleh
kebijakan quantitative easing Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika ( tapering off ),
lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian
Jepang dan melambatnya perekono mian  Tiongkok  mengakibatkan
melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 -2014.
Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada
melemahnya harga -harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya
ekspor Indonesia.

Pertumbuhan eko nomi pada periode 2010 -2014 terutama didorong oleh
pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu rata -
rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010 -2011). Peran investasi
terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dar i terus
meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu
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dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6% pada
tahun 2014.

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga
negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya
1 (satu) lemba r saham. Pada periode 2010 -2014, kinerja penanaman modal

(PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata -rata sebesar 28,7% atau
lebih tinggi dari periode 2004  -2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman modal
tumbuh dari Rp 56,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 136,0 triliun pada

tahun 2009 dan mencapai Rp 463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat 3,4
kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran
PMDN. Peran PMDN meningkat dari 27,2% (Rp 15,5 triliun) pada tah un 2004
menjadi 28,4% (Rp 38,6 triliun) pada tahun 2009 dan 33,7% (Rp 156,1 triliun)
pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan
PMDN yang lebih tinggi (rata -rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata  -rata 26,5%).

Tabel 1.1 Perkembangan Rea  lisasi PMDN dan PMA

Jenis Penanaman 2004 Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) | Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Il
Modal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

el (R IO 56,0 1112 749 1297 1546 1360 2085 251, 3 3132 3986 4631
dan PMA (Rp triliun)
PMDN (Rp triliun) 155 | 307 208 362 204 386 605 760 922 1282 156,1

% terhadap Total 272 276 276 279 132 284 | 290 302 294 322 337
PMA (Rp triliun) 414 | 805 541 935 1342 97,4 1480 1753 2210 2704 307,0

Dalam US$ miliar 4,6 8,9 6,0 104 149 108 162 195 246 286 2972

% terhadap Total 728 | 724 724 721 88 716 | 710 698 706 678 663
Total Realisasi PMDN
dan PMA per sektor 56,9 1112 749 1297 1546 1360 2085 251,3 3132 3986 463,1
(Rp triliun)

Primer (Rp triliun) 3,8 9,3 8,4 11,1 4,8 8,8 41,0 60,5 73,7 86,8 91,7
% terhadap Total 6,7 8,4 11,2 8,6 3,1 6,5 19,7 241 235 218 198
Sekunder (Rp triliun) 36,1 52,6 45,8 68,7 56,9 54,6 54,8 99,6 155,8 201,0 199,1
% terhadap Total 634 473 61,1 530 36,8 40,1 @ 263 396 497 50,4 43,0
Tersier (Rp triliun) 17,0 49,3 20,7 499 92,9 72,6 112,7 91,2 83,7 110,8 172,3
% terhadap Total 299 | 443 276 385 60,1 53,4 | 541 36,3 26,7 27,8 37,2

Total Realisasi PMDN
dan PMA per wilayah 56,9 1112 749 1297 1546 1360 6 2085 251,3 3132 3986 4631
(Rp triliun)
:'rﬁ%rn;awa Rp 204 311 21,9 339 203 251 685 1032 137,6 1684 1998
% terhadap Total 359 | 280 292 261 131 185 | 329 411 439 422 431
Jawa (Rp triliun) 365 | 80,1 530 958 1343 110,9 1400 1481 1756 2302 2633
% terhadap Total 641 | 720 708 739 869 815 | 671 589 561 578 569
Keterangan:  Kurs Rata -Rata 2004 -2012 US$ 1 : Rp 9.000,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan | dan Triwulan II) US$ 1 : Rp 9.300,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan Il dan Triwulan V) US$ 1 : Rp 9.600,00
Kurs Tahun 2014  (Triwulan | -1l) US$ 1 : Rp 10.500,00
Kurs Tahun 2014  (Triwulan IV) US$ 1 : Rp 11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung
terjadinya transfo rmasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan
oleh meningkatnya  kontribusi sektor primer dari rata -rata 7,5% pada periode
tahun 2005 -2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010 -2014 . Pertumbuhan
penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong ol eh meningkatnya
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harga komoditi dunia. ~ Adapun , kontribusi sektor sekunder dan tersier ~ masing -
masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada periode 2005 -2009
menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010 -2014.

Sementara itu, k inerja penanaman modal dari sis i kewilayahan
menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan . Kontribusi
penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata 23,0% pada
periode 2005 -2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014. Peningkatan
sebaran penanaman modal ham pir terjadi di seluruh wilayah di luar Pulau
Jawa. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan yaitu dari rata -rata 4,4%
pada periode 2005 -2009 menjadi 14,4% pada periode 2010 -2014, disusul oleh
Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi 4,0% , Bali dan
Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,3%, Maluku dari 0,1% menjadi 0,7%.
Penurunan kontribusi penanaman modal hanya terjadi di wilayah Sumatera
yaitu dari 15,6% pada periode 2005 -2009 menjadi 12,7% pada periode 2010 -
2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi penanaman modal di wilayah
Sumatera, namun nilai penanaman modal di wilayah tersebut meningkat
cukup tinggi (lebih dari 2 kali lipat). Meningkatnya sebaran penanaman modal
di luar Pulau Jawa didorong oleh meningkatnya kegiatan penanaman modal di
sektor primer.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal periode 2010 -2014,
sekitar 42% dari total realisasi penanaman modal adalah perluasan usaha. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan
modalnya dapat mengembangkan usaha nya. Selanjutnya, Singapura (US D
26,0 miliar), Jepang (US D 12,1 miliar), Amerika Serikat (US D 7,4 miliar), Korea
Selatan (US D 6,8 miliar) dan Belanda (US D 5,6 miliar) merupakan 5 (lima)
negara asal penanaman modal terbesar pada periode 2010 -2014.

Meningk atnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya
kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain
ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga -
lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 .2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang 2004 2005 -2009 2010 -2014

Japan Credit Rating Agency Ltd . (JCR) B+ BB+ BBB -
Fitch Rating B+ BB+ BBB -
R&l B BB+ BBB -
Standar and Poor (S&P) B+ BB - BB+
Moodyds I nvestor Service B3 Ba2 Baa3

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Keterangan:

B : Rentan terhadap bisnis yang merugikan

BB, Ba : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian

BBB, Baa : Investment grade

Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari be rbagai
kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal , (b)
pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang prudent, dan (c) penciptaan
stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.
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Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonom I yang
cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam
peringkat investment grade , dan berbagai upaya memberi citra positif kepada
opinion makers telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia.
Beberapa hasil survei lemb aga pemeringkat internasional telah menempatkan
Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan olen  Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
sejak tahun 201 2, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar negara
tujuan inv estasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada tahun
2013 Indonesia menempati peringkat pertama

2. Pricewaterhouse Coopers (PwC) menempatkan Indonesia peringkat pertama
dari negara -negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3 -5 tahun
kedepan pada surveita hun 2013 .

3. AmCham ( American Chamber for Commerce ) menempatkan Indonesia
menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEA N.

4. UNCTAD menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) sebagai top
prospective host economic tahun 2013 -2015.

5. Survei The Foreign Direct Investment Confidence Index pada tahun 2012
menempatkan Indonesia pada peringk  at 9 sebagai negara tujuan FDI

6. World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari 144
negara dalam Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2014 -2015.

Meskipun Pemerintah  telah melakukan berbagai rencana aksi untuk
meningkatkan iklim usaha namun belum terjadi perbaikan peringkat
kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan . Survei Ease of Doing
Business (EODB) 2015 yang dilakukan World Bank -Internation al Finance
Corporation (World Bank -IFC) masih menempatkan Indonesia pada peringkat
114 . Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun
sebelumnya namun  peringkat tersebut masih tergolong buruk . Peringkat
tersebut menempatkan Indones ia jauh dibawah negara -negara tetangga seperti
Malaysia (peringkat 18 ), Filipina (peringkat 95 ), bahkan rata -rata kemudahan
berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92 ). Selanjutnya,
peringkat Indonesia dalam hal kemudah an memulai usaha (starting a
Business ) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015 meskipun
telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk memperbaiki peringkat EODB, Pemerintah telah menerbitkan
berbagai paket kebijakan . Paket kebijakan terakhi r diumumkan pada bulan
Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha
Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai

usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua)
rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua)
rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu)
rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (satu) rencana aksi
kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangu nan, 3 (tiga)
rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan, serta 1 (satu)

rencana aksi mempermudah perolehan kredit.



-5-

Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha

(starting business ) adalah:

1.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)
mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang
memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari
kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran
kepesertaan Jamsos tek selama 7 (tujuh) hari (simultan);

Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur
penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses
dapat dilakuka n 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;
Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur

DKI Jakarta kepada Kepala PTSP;

Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan

mod al dasar dan modal dise tor, dan

Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang -Undang ( RUU) Badan
Usaha diluar Perseroan Terbatas ( PT) dan Koperasi oleh Kemenkumham.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman

modal antara lain:

1.

Mendorong terciptanya kepasti an hukum melalui penyederhanaan dan
harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
Memberikan  kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan

penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman
modal baik di Tingkat Pusa t (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system . Jenis
perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: 1zin Prinsip,

Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal

dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) vyang telah
menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya
telah menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota yang

telah mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih
terkonsentrasi di KBl (Kawasan Barat Indonesia), yakni Sumatera, Jawa,

dan Kal imantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

No.

Urusan
penanaman
modal bagi PTSP
yang telah
terbentuk

Pendelegasian
Penyelenggaraan Nomenklatur Implementasi bagi yang
Daerah Jumlah PTSP BPM-PTSP SPIPISE sudah
terbentuk

Terbentuk  Belum Sudah Belum Ada  Belum Sudah Belum Gabung Pisah

1 Provinsi 34 34 0 4 30 33 1 34 0 27 7
2 Kabupaten 416 364 52 4 412 236 180 356 8 227 137
3 Kota 98 97 1 1 97 69 29 96 1 53 44
4 KPBPB 5 4 1 0 5 4 1 4 0 3 1
5 KEK 8 2 6 0 8 1 7 2 0 1 1
Total 561 501 60 9 552 343 218 492 9 311 190
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SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi  utama, yaitu sub sistem
informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan
sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman
modal mem berikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan
perundang -undangan , dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal.

Sementara itu, sub sistem utama yaitu pelayanan penanaman modal

menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemro sesan aplikasi secara
elektronik dan  online . Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk
mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara online . Sub sistem ini
menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari front office , back

office, hingga tata usaha dalam memproses perizinan penanaman modal di
PTSP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu,
untuk menciptakan transparansi dalam proses periz inan, SPIPISE
menyediakan tracking system yang memungkinkan penanam modal memantau
proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman
modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE menyediakan sub
sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses
pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, Online
Business Intelligence (BI) untuk mendukung proses perencanaan dan
pemantauan penanaman modal , Electronic Data File (EDF) , dan Help Desk .

Berdasarkan ka jian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan
nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha hampir di semua
sektor masih banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk
memperolehnya . BKPM mengelompokkan perizinan dan nonperizinan  menjadi:
1. Perizina n dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara lain

izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP , dan TDP.

2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain
ketetapan rencana kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingku ngan dan AMDAL,
AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS, Fasilitas (API,
Masterlist , Tax Allowance , Tax Holiday ), dan Izin Usaha.

3. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain
Pendaftaran Produk, I1zin Edar , dan SNI.

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha
dan tahap konstruksi berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP) untuk

sektor industri manufaktur adalah 793 hari, se ktor pertanian (perkebunan)
939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu dilakukan
harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan

penanaman modal.
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Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif
Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan di sempurnakan secara berkala
sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kan
kajian, temuan , dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru
untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan
Presiden ini merupaka n pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan
untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam
rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association
of Southeast Asian Nations / ASEAN Economic Community (AEC).

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi

Pada periode 2015 -2019, kinerja penanaman modal di Indonesia
diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat down risk (risiko perlambatan)
akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas dunia,
tekana n neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta
makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam.
Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat mempertahankan atau bahkan
meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesi a pada periode 5 (lima)
tahun mendatang antara lain:

Pertama , masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal

untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei -survei yang telah
disebutkan di atas. Salah satu komponen penting untuk menjaga kepercayaan
penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent (berhati -

hati) . Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap ketahanan fiskal
Indonesia namun telah terkoreksi dengan keputusan Pemerintah untuk
mengurangi subsidi  Bahan Bakar Minya k (BBM). Selain itu, kecenderungan
rendahnya harga minyak dunia dalam jangka menengah akan memberikan
dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca pembayaran Indonesia.

Kedua , besarnya pasar domestik menjadi daya tarik penanaman modal
sebagaima na telah ditunjukkan oleh survei yang dilakukan JBIC. Jumlah
penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015) dengan
struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan
menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan Indonesia sebagai pasar
paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar Tiongkok diproyeksikan
mengalami penurunan sejalan dengan struktur demografi yang menua akibat
kebijakan satu anak. Berbagai survei dan data penanaman modal
menunjukkan telah terjadi per geseran paradigma investasi di Indonesia dari
resource base ke market base khususnya substitusi impor. Untuk itu, arah
kebijakan penanaman modal harus mendorong berkembangnya sektor yang
memproduksi barang konsumsi (  market base ) didukung oleh sektor yang
mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).
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Ketiga , dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer
pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal
jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung kebijakan | intas sektoral.
Program hilirisasi akan memperkokoh struktur ekonomi sekaligus menghapus
missing middle dan menjaga ketahanan neraca pembayaran. Pengembangan
industri hilir akan mengurangi impor bahan baku dan penolong yang saat ini
mencapai 93% total impo r (BPS, 2015). Komitmen Pemerintah yang tinggi
untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar dan
pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong penanaman modal di
sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, serta
indus tri pengolahan ikan.

Keempat , kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di
Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara -negara
maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b)
perekonomian Asia yang diperk irakan menjadi kawasan ekonomi dinamis baru
yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara -negara industri baru di Asia
(Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal dan satu
kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Eko nomi
ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua Indian Ocean Rim
Association (IORA ) periode tahun 2015 -2017 yang akan dimanfaatkan untuk
pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta
peningkatan pemanfaatan potensi ekon omi dan sumber daya hayati laut di
kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Dalam pertemuan G -20 di Australia pada bulan November 2014 , hegara -
negara G -20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 2,1
persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuhan ekonomi global

tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000

triliun. G -20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong
terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk

men dorong perdagangan global, G -20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor
impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan, serta mengurangi hambatan
dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21 communique atau
keputusan bersama, yang mana dari jumlah ters ebut tiga diantaranya terkait
dengan infrastruktur. Negara -negara G -20 sepakat untuk membantu dan
mendorong investasi pembangunan infrastruktur di  negara -negara
berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan menjadi
daya tarik a liran modal asing yang jenuh di pasar negara maju. Faktor utama
yang mempengaruhinya adalah potensi pasar yang besar, pertumbuhan
ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya pertumbuhan ekonomi di
negara-negara maju (AS dan Uni Eropa), tersedianya sum ber daya alam
sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi
di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN
untuk menarik FDI. Indonesia sebagai neg ara anggota ASEAN terbesar
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diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang lebih

besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia akan
menjadi  bagian dari regional hub -production . Penanam modal dapat
memanfaatkan Indonesia  sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar
Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN
lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing
perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat ker jasama IORA bagi
kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi multiplication of
authrority , yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan
bersama. IORA merupakan forum kerjasama regional negara -negara di
kawasan Samudera Hind ia yang didirikan pada tahun 1997, beranggotakan 20
negara, Yyaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran, Kenya,
Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles , Comoros ,
Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emir at Arab dan
Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama IORA, yaitu: (a) keselamatan dan
keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi; (c) manajemen
perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama di bidang
akademik, sains, dan tekno logi; serta (f) pertukaran kebudayaan dan
pariwisata.

Kerjasama |ORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah
perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi
semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan
kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan
perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi,
keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (b)
mendukung hubungan dan kerjasama bilateral den gan negara -negara di
lingkar Samudera Hindia; serta (c) konektifitas antara negara -negara di
kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pada
sektor infrastruktur, namun juga pada tataran people-to-people connectivity .
BKPM akan secara akti f mendukung pengembangan wilayah barat Pulau
Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan
logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019
menet apkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman
modal dapat dikelompokkan atas : (a) pembangunan tata kelola untuk
menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c)
percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah ; serta (d) percepatan
pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan pertama dalam tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas,
akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggar akan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publi k terkait penanaman modal
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adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan
mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal.
Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki
kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait
penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan
tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP
Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian
kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal
dari  Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi
ketidakseragaman n omenkl atur.

Kedua , pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor
penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi
yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan  Total Factor Productivity (TFP)
dalam pertumbuhan ekonom i. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi
pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6 -8 persen
per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara
berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tet ap
didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang
menyeluruh ( comprehensive reform ).

Langkah -langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara
lain dengan kebijakan : (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui
penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia
usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan right
government policy ; dan (c) memanfaatkan globali sasi untuk kepentingan
domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena
masih banyaknya peraturan perundang -undangan pusat dan daerah yang
tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan
insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya
kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain
harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan

terkait dengan penanaman modal. Upaya la in yang akan dilakukan untuk
mengoreksi disharmonis peraturan perundang -undangan Pusat dan Daerah
adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah ( debottlenecking ) kepada

perusahaan -perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga , percepatan p emerataan pembangunan antar wilayah.
Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau
Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi
salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman
modal. Pe nanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam
didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah
menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta
logistik .
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Ketersediaan infrastruktur  saat ini masih sangat terbatas . Rata-rata
rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur
Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata -rata rasio
elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas
listrik ( service level) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri
pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya smelter, membutuhkan
listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun
2015 -2019 Pe merintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur
tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan
baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur
kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pen gembangan 14
Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau
Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan
investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp 5. 519,4 triliun. Dari jumlah
tersebut, pendanaan Pem erintah hanya berkisar 40,14 % atau sekitar Rp
2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih
pendanaan sekitar Rp  3.303,8 trilliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan
melakukan Kkaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi
BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan
ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan
infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun
non KPS (Business to Business ). Selain it u, Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Invesment Bank
(AlIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan
berikutnya adalah p emanfaatan kesepakatan G -20 maupun AIIB untuk
mendukung pemb angunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat , terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat
mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung.
Pada bulan Januari 2015, IMFd  alam laporannya di  World Economic Outlook
(WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga
minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif
antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi
terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju
dan negar a berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi
pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok,
Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara  -negara eksportir minyak
terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era commodities super
cycle (peningkatan permintaan komoditi dunia ).
3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan onormal i sasi 0

moneter atau penghentian stimulus moneter ( tapering off quantitative
easing) pada akhir tahun 2014 . Kebijakan tersebut akan diikuti dengan
kenaikan suku bunga dunia.
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4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia,
Thailand , dan Vietham dalam menarik penanaman modal khususnya pasca
diberlakukannya MEA . Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia
tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak
dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang
kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, techno readiness
dan financial market development

Kelima , Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar
rupiah yang didorong oleh:

1. Faktor Eksternal : apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh
mata uang akibat rencana kenaikan FFR ( Federal Fun d Rate ) dan kebijakan
Quantitative Easing ECB (European Central Bank ) dan BOJ ( Bank of Japan )
yang diikuti oleh sejumlah negara.

2. Faktor Internal  : defisit transaksi berjalan (current account ). Terdapat risiko
missmatch utang luar negeri swasta dan hanya 13, 6% melakukan lindung
tunai ( forex hedging ).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD
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Sumber : Bank Indonesia , 2015

Penurunan nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara
lain, namun masih terdapat masalah struktural yaitu defisit neraca berjalan

sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga

ketahanan neraca pembayaran, Bank Indonesia menargetkan defisit neraca

pembayaran ta hun 2015 pada kisaran 2,5 -3,0% dari PDB. Sumber -sumber
defisit transaksi berjalan ( current account ) utamanya adalah:

1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi.

2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya ketergantungan
kepada jasa angkutan luar negeri ( freight) sehingga perlu dilakukan upaya
mendorong transaksi perdagangan ekspor dari free on board (fob) menjadi
cost, insurance and freight (cif) dengan mengembangkan jasa pelayaran,
logistik dan asuransi.
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3. Besarnya repatrias i modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan
insentif untuk  reinvestment .

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan
ekspor dan penurunan impor , dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk
mendorong reformasi struktural. Dalam bidang penanaman modal, kebijakan

tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal,
mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi sektor
sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor industri
substitusi impor bah an baku, orientasi ekspor dan pariwisata. Untuk lebih
jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010 dapat dilihat
pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010 -2014 (Juta USD)

2014 Total
KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 i
Q1 Q2 Q3 Q4
I. Transaksi Berjalan 5,144 1,685 -24,418 -29,115 -4,149 -8,939 -6,963 -6,181 -26,233
A. Barang 31,003 33,825 8,680 5,833 3,350 -375 1,560 2,368 6,902
- Ekspor, fob 149,966 191,109 187,346 182,089 43,937 44,505 43,606 43,242 175,290
- Impor, fob -118963  -157,284  -178,667  -176,256  -40,588  -44,880  -42,046  -40874 | oo
L %ér‘; ang Dagangan 29,983 32,215 6,711 4,069 2,832 -703 1,192 2,072 5,393
- Ekspor 148,866 189,432 185,337 180,294 43,414 44,171 43,232 42,941 173,757
- Impor -118,884  -157,217  -178,626  -176,225  -40,581  -44,874  -42,039  -40868 | oo
2. Barang Lainnya 1,020 1,610 1,969 1,765 518 328 368 295 1,509
B. Jasa - jasa -9,791 -9,803 -10,564 12,072 -2,230 -2,920 -2,595 -2,788 -10,532
C. Pendapatan Primer -20,698 -26, 547 -26,628 -27,055 -6,354 -7,178 -7,133 -7,157 -27,822
D. Pendapatan Sekunder 4,630 4,211 4,094 4,178 1,085 1,534 1,204 1,396 5,220
1. Transaksi Modal 50 33 51 45 1 7 3 15 27
IIl. Transaksi Finansial 26,476 13,603 24,858 21,964 7,189 13,864 14,728 7,779 43,559
- Aset -7,294 -16,453 -17,971 -15,467 -6,245 -2,907 -3,917 1,031 -12,039
- Kewajiban 33,770 30,057 42,829 37,431 13,434 16,771 18,645 6,748 55,598
1. Investasi Langsung 11,106 11,528 13,716 12,295 3,288 3,459 5,945 2,574 15,266
2. Investasi Portofolio 13,202 3,806 9,206 10,875 8,703 8,046 7,441 1,611 25,802
3. Derivatif Finansial -94 69 13 -334 -140 45 -57 -61 -213
4. Investasi Lainnya 2,262 -1,801 1,922 -871 -4,662 2,314 1,399 3,655 2,705
IV. Total (I + I + 1) 31,670 15,321 491 -7,105 3,040 4,932 7,768 1,613 17,353
A gsr"ssl'r:‘ FREE -1,327 -3,465 -275 -220 -974 -636 -1,292 797 -2,105
Vi Te\;‘)’ca Keseluruhan (IV 30,343 11,857 215 -7,325 2066 4297 6,475 2410 15249
VL, CEREVBET DIRYESEED 30,343 -11,857 -215 7,325 -2,066 -4,297 -6,475 2,410  -15,249
yang terkait
Memorandum:
- Posisi Cadangan Devisa 96,207 110,123 112,781 99,387 102,592 107,678 111,164 111,862 111,862
Dalam Bulan Impor dan
Pembayaran Utang 7.56 6.74 6.15 5.47 5.73 6.05 6.31 6.44 6.44
Luar Negeri Pemerintah
- i 1 0,
L'Sg?aks' Berjalan (% 0.72 0.20 2,78 -3.18 -1.97 -3.97 -2.99 -2.81 -2.95
Sumber : Bank Indonesia, 2015
Catatan : 1) Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan " -" mengikuti BPM6

2) Tidak termasuk cadangan devisa dan ya ng terkait
3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya
mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam
modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang | ebih berdaya
saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan,
stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam
mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa beberapa negara ASEAN
memiliki iklim penanaman modal, infrastruktur dan fasilitas fiskal yang lebih
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menarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global
dan reinvestment .
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Tabel 1. 5 Perbandingan Faktor Penentu Penanaman Modal Negara

-Negara ASEAN

Faktor Penentu Singapura Malaysia** Thailand Indonesia Vietnam Filipina
A. Ekonomi*
Pertumbuhan ekonomi 3,8 4,7 1,7 57 54 71
(%), 2013
GDP PPP (USD bn), 2014 445,2 746,8 990,0 2.554,3 509,5 694,6
GDP PPP per capita 81.345,6 24.520,0 14.136,3 10.156,0 5.621,4 6.985,0
(USDf/tahun), 2014
Tingkat suku bunga (%), 5.2 4,6 4,1 7,0 54 3,7
2013
Inflasi (%), 2014 1,3 2,9 2,0 59 52 4,6
Current account balance 17,5 4,3 2,8 -3,2 4,1 3,2
(%/GDP), 2014
Public debt /GDP (%), 118,2 53,5 40,50 24,50 57,3 49,4
2011
B. Iklim Usaha
Peringkat Ease of Doing
Business , 2014 1 18 26 114 78 95
Peringkat kemudahan
memulai usaha , 2014 6 13 75 155 125 161
Peringkat Logistic
Perfo?mance Ir?dex , 2014 5 25 35 53 48 57
Peringkat Corruption
Perception Index , 2014 7 50 85 104 119 85
C. Perpajakan
Tarif pajak , 2014 17% 25% 20% 25% 22% 30%
Tax holiday 5-30 tahun 5-10 tahun (Malaysia Super 3-8 tahun. 5-10 tahun. 4 tahun sejak menerima 6+2 tahun perusahan pioneer

Tax allowance

Insentif non pajak

Perusahaan pioneer
sektor manufaktur, jasa
keuangan, dan
pelayaran.

Tarif pajak sebesar 5 -15%
selama 3 -20 tahun.

Kantor pusat,

perdag angan global,
maritim, jasa keuangan,
dan sewa pesawat.

Subsidi untuk
pengembangan SDM dan
R&D.

Corridor - KEK, Sabah,
Sarawak, Kuala Lumpur
Financial District )

Industri pioneer di sektor
manufaktu r (world class ,
teknologi tinggi), R&D,
perusahaan perangkat lunak,
dan jasa keuangan.
Pengurangan PKP sebesar 70%
selama 5 tahun (kondisi
tertentu).

Industri pioneer, jasa keuangan,
dan perdagangan global,
industri berorientasi ekspor,
perusahaan riset, kantor pusat
(HQ).

Kemudahan memulai usaha

Pertanian, R&D,
pengembangan SDM,
infrastruktur,  green
investment , industri -industri
farmasi, energi terbarukan,
dan pesawat.

50% pengu rangan PKP
setelah tax holiday berakhir,
pengecualian dividen,
pengurangan untuk
pengeluaran tertentu (listrik,
air, konstruksi).

Sektor dan lokasi tertentu.

Kemudahan memulai usaha

Logam dasar, k ilang minyak
dan kimia organik dari

minyak dan gas, mesin, energi
terbarukan dan peralatan
komunikasi.

Pengurangan PKP sebesar
30% dari nilai investasi,
akselerasi depresiasi pajak,
perpanjangan loss carry
forward , pengurangan pajak
dividen untuk WP LN.

Sektor dan lokasi tertentu.

Kemudahan memulai usaha

keuntungan.

Penelitian sains dan
perkembangan teknologi,
Infrastruktur, Produk
software

Pendidikan, Kesehatan,
Kebudayaan dan o lahraga.

Tarif 10% selama 15 tahun
atau 20% selama 10 tahun.

Sektor dan lokasi tertentu.

Tanah dari pemerintah
(hibah)

4+3 tahun non pioneer.

Industri pioneer: manufaktur,
agrikultur, kehutanan,
pertambangan dan energi
yang menggunakan teknologi
baru.

Pengurangan PKP sebesar
50% dari biaya untuk gaji
selama 5 tahun.

Industri padat kary  a.

Kemudahan memulai usaha

Sumber:

PricewaterhouseCooper , 2013

*) World Bank, 2014
**) Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2015
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Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai
lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong
peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro -aktif, ramah, dan

customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders
penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penyusunan kerangka
regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga
kepentingan nasional. Selain it u, BKPM akan secara aktif memberikan
masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait penanaman modal.
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BAB Il
VISI, MISI, DAN TUJUAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan : (i) Visi; (i) Misi; (it i) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran
Strategis BKPM , yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun
kerangka kelembagaan BKPM , kerangka regulasi penanaman modal dan
program kegiatan BKPM

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diin ginkan
pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih
Republik Indonesia Periode 2014 -2019, Visi BKPM tahun 2015 -2019 adalah
Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

0OTerwujudnya I ndonesia yang Berdaul at |,
Berl andaskan Gotong Royongod

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai
dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran
yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama , berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya.
Bangsa yang berdaulat adal ah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan
yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan
prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan
kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan
kegiatan penanam an modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama
Kement erian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum
kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia.
Berbagai kesepakatan internasional khususnya Bilateral Investment
Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Pen anaman
Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya
hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional
meskipun ditujukan untuk mendorong penana man modal namun tidak boleh
mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan -keputusan
ekonomi untuk kepentingan nasional.

Mandi
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Kedua , kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara
untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya,
pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti
terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa.
Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan
peningkatan produksi dalam negeri, kedaulat an energi, kedaulatan pangan,
berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung
oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian
dalam penyelen ggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi
bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman
modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya
saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan
semangat gotong royong

Ketiga , bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki
karakter dan memegang teguh nilai -nilai budaya yang tinggi. Pembangunan
pada hakikatnya adalah pem bangunan manusia antara lain karakter dan
kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai -
nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai -nilai
kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman moda I
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal. Beberapa bidang
usaha yang berlandaskan nilai  -nilai kepr ibadian yang baik seperti berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan

semangat gotong royong

Semangat g otong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan
dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha be rdasarkan
kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat
memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KoperasilUMKMK dengan Usaha Besar
baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman mod al di beberapa bidang
bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penana man
Modal. Untuk mendorong pe laksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM
akan lebih intensif menginve ntarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi
promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam
bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan
wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal
masih terpusat di P ulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk
meningkatkan penanaman modal di luar P ulau Jawa khususn ya Provinsi
Papua dan Papua Barat.
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2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7
(tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015 -2019 yang selanjutnya dijabarkan
sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi
ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi,
rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas

tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan

yang lebih merata. RPJMN 2015 -2019 menargetkan pendapat per kapita
tumbuh dari Rp 43,4 juta tah un 2014 menjadi Rp 72 ,2 juta pada tahun
2019; tingkat pengan gguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0 -5,0%;
tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0 -8,0%; serta Indeks Gini
turun dari 0,41 menjadi 0,36.

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi
tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi,
lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan

lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualit as kegiatan penanaman
modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk
menghadapi tantangan persaingan internasional . Persaingan antar bangsa
tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan
internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di

sisi yang lain, tanpa  persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik
persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi
internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat
dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya
saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor -sektor yang produktif dan
memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing
bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk
bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang d an jasa
namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa

dalam menarik pena naman modal ditentukan oleh banyak faktor antara

lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi

market , ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber
daya manusia , ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan

dan insentif.
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3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Ind  onesia sebagai poros maritim dunia,
tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan,
industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim
melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar

laut. Untu Kk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya
memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum
berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan
Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan
kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik
melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan
maritim. Salah satu upaya yang dap at dilakukan adalah melalui kebijakan
fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional
sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong
pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM da  lam lima tahun ke dep an didasarkan
pada hasil identifi kasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015 -
2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada  UU
Nomor 25 Ta hun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM
menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 -2019, yaitu:

oMewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka
Me ndorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan o]

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan,
kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan,
mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat
dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur
perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang
lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan
dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal ( debottlenecking ). Selain
itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan
penanaman modal pada sektor -sektor prioritas, peningkatan  penanaman
modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat,
peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan
usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya
promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal
dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaat an
kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta
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peningkatan peran perencanaan sebagai  nerve kegiatan di unit -unit BKPM
agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah
ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019,
adalah :

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang
prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui
PTSP Pusat adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di
BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal
Sebagai indikator tercap ainya sasaran meningkatnya realisasi
penanaman modal adalah :
a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal
b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau
Jawa
c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM
menetapkan target dari masing -masing indikator kinerja sebagai ikhtisar dari
hasil capaian berbagai program dan Kkegiatan yang akan dilakukan.
Keterkaita n tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja , dan target per tahun
dari masing -masing in dikator kinerja  dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Target
Tujuan Sasaran Indikator
2015 2016 2017 2018 2019

Mewujudkan Meningkatkan Indeks Kepuasan 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30
iklim kualitas Masyarakat (IKM) dari dari dari dari dari
penanaman pelayanan atas pelayanan skala4 skala4 skala4 skalad4  skala4
modal yang penanaman penanaman
berdaya saing modal yang prima modal pada PTSP
dalam rangka dan responsif Pusat di BKPM
mend orong melalui PTSP
penanaman Pusat
modal yang Meningkatnya Nilai realisasi Rp Rp Rp Rp Rp
berkualitas realisasi penanaman 519,5T 594,8T 678,8T 792,5T 933,0T
dan penanaman modal
berkelanjutan modal Rasio realisasi 45,60%  49,10% 52,80% 57,40% 62,00%

penanaman

modal di luar

Jawa

Rasio Realisasi 33,80% 35,00 36,30% 37,60%  38,90%

PMDN
Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi BKPM 2015 -2019 dapat

dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.
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Gambar 2.1 Peta Strategi Pencapaian Visi BKPM
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BAB Il
ARAH KEBI JAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi nasional,
arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM, kerangka
kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) 2015 -2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam),
OMeni ngkaPkaduktivitas Rakyat dan Daya Saing

dengan sub agenda prioritas OPenguatan Il nves
di capai dalam rangka oOPenguatan l nvestasi 6
adalah:
1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investa si nasional di pusat dan

di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha ( starting a

business ) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019,
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada
Ease of Doing Business (EoDB).

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun padat ahun

2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi

Investasi
Perkembangan Investasi 2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 519,5 594,8 678,8 792,55 933,0
Rasio PMDN (%) 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9

Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12.000/USD

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan vyaitu
pertama  adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk
meningkatkan efisiensi proses periz  inan bisnis; dan kedua  adalah
peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua
pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat
maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan,
meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta
mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun
strategi yang ditempuh adalah:
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Peningkatan kepastian huku  m terkait investasi dan usaha, yang terutama

dilakukan melalui:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan
kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan
penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.

b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang
menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan
berusaha.

c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya
perizinan, baik di pusat maupun di daerah.

d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke
dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan
lokasi usaha dan investasi.

Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usa ha di pusat dan
daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor
migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis
sumber daya alam.

Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan,
kepastian, dan tran sparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha,
melalui:

a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang
memiliki kewenangan.

b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pu sat (PTSP Pusat), untuk
menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan
perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:

1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.

2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses
perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta
pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.

3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga
dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.

4) Pengembangan tracking s ystem perizinan di PTSP Pusat.

Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non

fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:

a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan
mengedepankan keseimb angan sebaran investasi antara Pulau Jawa
dan luar Pulau Jawa.

b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan
infrastruktur energi nasional.

c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan
baku atau barang modal sederhana.

d. Mend orong investor terutama investor dalam negeri untuk
mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.

e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan
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aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur -sumur
tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan
lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan
untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan
solusi terbaik agar dapat teru s menjaga iklim investasi dan iklim usaha
yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan

hubungan industrial yang harmonis melalui:

a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat
pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas -luasnya.

b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan
lingkungan domestik dan internasional.

c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan
standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat,
dan hak untuk berorganisasi serta collective bargaining .

7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan
penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan
kelembagaan ekonomi yang mendukung ikl im persaingan usaha yang
sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional
yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:

a. Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU).

b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan
usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.

c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi,
keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik

d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan
prinsip persaingan usaha yang sehat.

e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan in i ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat
investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan
investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama
pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. A dapun
strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:

a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih
bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk
turunan migas, dan hasil pertambang an.

b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat
menyerap tenaga kerja lokal.

c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar
dalam negeri.
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d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis
sumber daya alam

e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan
produksi global ( Global Production Network ), baik sebagai perusahaan
subsidiary , contract manufacturer , maupun independent supplier

f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk ind ustri
dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub
komponen.

Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:

a. Pengembangan potensi investasi daerah (  regional champions ) sesuai
dengan sektor unggulan dan mendoro ng daerah untuk meningkatkan
kesiapan dalam menarik investasi.

b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness and
willingness , yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan k ewenangan

daerah, terutama untuk UKM.
d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis
(terutama UKM).

Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:

a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan
prinsip s aling memerlukan, saling memperkuat, dan saling
menguntungkan.

b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan
calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan
usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan
kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan
UKM.

Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

a. Pengembangan mekani sme promosi investasi yang lebih efektif yang
antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade, and
Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara -
negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di
luar negeri (IIPC: Indonesian Investment Promotion Center ).

b. Pengembangan strategi promosi yang lebi  h efisien dan efektif yang dapat:
() Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam

jangka pendek, menengah dan panjang.
(i) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan
mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.

c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara
pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan

dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah
satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk

memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun

kuantitas.
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6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah
yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah

7. Pengembangan investasi keluar ( outward investment ), diutamakan pada
ketahanan energi ( energy security ) dan ketahanan pangan ( food security )
dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek
pengganda ( multiplier effect ) yang besar terhad ap perekonomian nasional.

8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian
nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses
pengalihan, yaitu:

a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.

b. Alih teknologi/ keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.

c. Alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi
pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi,
serta jasa -jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan di dukung oleh
pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di
pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/ ASEAN Economic Community (AEC)
2015.

Daya saing ini diperlukan mengingat | ndonesia harus berkompetisi
dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya kawasan
bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja berpendidikan,
dan modal akan bebas keluar -masuk. Terdapat empat pilar kebijakan dalam
kawasan ASEA N ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan
basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi; (c)
ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) ASEAN
sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekon omian dunia.

Kebijjakan RPJMN 2015 -2019 vyang terkait penanaman modal
diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan
dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan
komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor indus tri di ASEAN; dan (c)
peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas
lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan
harmonisasi peratu ran perundangan daerah dengan peraturan
perundangan sektoral dan investasi.

2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat
untuk menciptakan kepastian investasi.

3. Akselerasi ekspor untuk komoditas -komoditas unggulan serta komoditas
prospekt if melalui promosi investasi agroindustri.

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis
keterkaitan usaha ( backward -forward linkages ).
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5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda
melalui peningkatan investasi da  lam negeri di pedesaan terutama dalam
industrialisasi dan mekanisasi pertanian.

6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong
investasi di bidang energi baru terbarukan.

7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang
sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan
penyusunan kerangka regulasi terkait.

8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan
kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan
lembaga keua ngan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam
rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi
pemerintah.

9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah
untuk membiayai kegiatan  -kegiatan be risiko tinggi.

10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan
investasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Per an BKPM dal am mel aksanakan agenda
| nvest as i ikan ddngae tsgasadan fungsi yang diamanatkan dalam UU
Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM
melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan
menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan
ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat
memberi kan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman
modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Dalam rangka
koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bida ng
penanaman modal.

2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.

3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal.

4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan b adan usaha.

5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.

Mempromosikan penanaman modal.

7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan

o

daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan
informasi yang seluas -luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman
modal.

8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal.

9. Mengoordinasi pe nanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
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Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran mening  katnya penanaman modal menjadi Rp
933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk
sasaran yang lain  akan menjadi  tanggung  jawab  bersama
Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi
nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap
perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui
peningkatan pertumbuhan eko nomi dan perluasan kesempatan kerja yang
dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dalam menyusun kebijakan vy ang terkait dengan kegiatan
penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat
jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan
seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut,
BKPM perlu memperti mbangkan arah kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan
ikim penanaman modal; (i) persebaran penanaman modal; (iii) fokus
pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang
berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif
penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.

Gambar 3.1 Fase Rencana Umum Penanaman Modal
[ FASE 11|

Quick
Wins and
Low
Hanging
Fruits

Industri

Skala
Besar

Sampaidengan 2025

Catatan : Fase dapat berlangsung secara paralel dan simultan

RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase
implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari
percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan
industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian
Indonesia yang mengalami transformasi me nuju industrialisasi.

Dengan memperhatikan hal  -hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar
kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM,
yaitu: pertama adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya
saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas
dan berkelanjutan.
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A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan -kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk
meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisa Si
penanaman modal dari proyek  "on the pipeline” melalui pemberian kemudahan
perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan
kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan pena naman modal secara
keseluruhan sangat diperlukan untuk m endukung pencapaian sasaran
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan
kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pena naman modal
yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melalui:
a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di

BKPM yang dilakukan melalui:

1) Penguatan kelembagaan PTSP P usat melalui pelimpahan atau
pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari
Kementerian/Lembaga kepada BKPM atau menempatkan pejabat
penghubung ( Liaison Officer /LO) Kementerian/Lembaga di BKPM.

2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelengg araan proses
perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.

3) Penguatan Investment Relation Unit dalam rangka meningkatkan
layanan pengaduan permasalahan perizinan.

4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.

5) Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan leb ih
tanggap.

6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan
mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara
online dan memanfaatkan fasilitas  tracking system .

b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di
daerah, antara lain melalui:

1) Penilaian kualifikasi PTSP di daerah.

2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata cara
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam
pembinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal secara utuh melalui PTSP Pusat
beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara bertahap mulai
dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan kelembagaan PTSP di
daerah dimulai dari wilayah yang sangat potensial dan strategis.

2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di

Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:

a. Mengembangkan aplikasi elektronik  pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang dilimpahkan atau dide legasikan kepada PTSP Pusat
dan Daerah.

b. Mengembangkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan
sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
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Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.

c. Mengembangkan dan memanfaatkan online tracking system dalam
proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah, serta
dashboard informasi kinerja PTSP yang dapat diakses Menteri/Pimpinan
Lembaga dan Presiden.

d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi
dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan,
monitoring , perumusan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan
dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah
prioritas:
a. Sinkronisasi dan harmonis asi peraturan pusat dan daerah terkait
penanaman modal.
b. Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang -undangan
di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.

4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal

dan non f iskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan

penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa

khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan
tertentu antara lain green investment dan transfer teknologi, m elalui
kegiatan:

a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian fasilitas
antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa perbaikan
prosedur.

b. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur,
kewajiban dan monitoring .

c. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanam
modal dalam memanfaatkan fasilitas.

5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif
memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan
penanaman modal ( debottlenecking) , melalui strategi:

a. Inventarisasi proyek pena naman modal strategis/prioritas yang
mengalami hambatan.

b. Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis
untuk mencari solusi dan menyus un timeline penyelesaian masalah.

d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.

e. Monitoring dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalah
kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkua litas Dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang
berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal
pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan
pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan
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berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian
nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang

saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pemban gunan
antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah

dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal pada sektor  -sektor prioritas:

a.
b.
C.

g.

Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi

Industri padat karya.

Industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri
pengolahan hasil -hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah
ekspor.

Industri kemaritiman.

Industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dala m
negeri.

Industri pengolahan produk pertambangan untuk memberikan nilai
tambah ekspor.

Industri pariwisata.

Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut
dilakukan melalui strategi:

a.

Penyusunan rencana pena naman modal antara lain peta peluang
penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan
kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah,
jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait.
Pelayanan perizinan dan nonperizinan seba gai prioritas tahap pertama
penyelenggaraan PTSP.

Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan

penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor -

sektor tersebut.

Monitoring , debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masala  h proyek -

proyek strategis, antara lain:

1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah
mendapat persetujuan dari Pemerintah ( on the pipeline ) yang perlu
difasilitasi.

2) Penyusunan inventarisasi masalah masing -masing proyek.

3) Fasilitasi penyelesaian ma salah perizinan dan nonperizinan dengan
kementerian/lembaga dan daerah.

4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk menyusun
timeline penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).

5) Pelaksanaan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi setiap 3
(tiga) bulan.

Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada

Pemerintah antara lain:

1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa tax allowance , tax
holiday , serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang
modal dan bahan baku/penolong.

2) Peratur an perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.
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3) Peraturan pelaksanaan Undang -Undang khususnya untuk sektor
prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian
hukum dan menarik bagi penanam modal.

f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk
memasarkan sektor -sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan penanaman

modal dilakukan melalui antara la in:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor
ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.

b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor
ketenagalistrikan (saat ini masih diperlukan 52 izin / rekomen dasi /
pertimbangan teknis).

c. Percepatan pemberian izin, antara lain:

1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di
hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

2) Penerbitan izin  jetty secara otomatis apabila Pemda sudah
mene rbitkan izin lokasi/izin penetapan lokasi.

3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna hutan
untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.

4) Kemudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan sektor
ketenagalistrikan tanpa perlu m enunggu perubahan RTRW.

5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.

d. Percepatan proses pengadaan melalui  persetujuan  proyek
ketenagalistrikan tahun jamak ( multi year ).

e. Jaminan pasokan gas antara lain:

1) Persetujuan tambahan alokasi gas dan L NG untuk PLN.
2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia
gas tanpa melalui trader .

f.  Pemberian insentif tarif berupa feed-in tariff untuk pengembangan EBT,
khususnya berdaya kecil.

g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpart isipasi dalam
pembangunan pembangkit listrik serta memasok industri misalnya
melalui skema power wheeling agar PLN tidak menjadi satu -satunya
off -taker .

h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam
modal di sektor ketenagalistrikan ba ik di dalam maupun di luar negeri.

Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM

untuk mendorong penanaman modal di sektor -sektor prioritas secara rinci

dapat dilihat pada Anak Lampiran |I.

Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi

Papua dan Papua Barat yang dilakukan melalui:

a. Pemetaan potensi sektor -sektor prioritas di wilayah  -wilayah Luar Pulau
Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus.

b. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi men arik.

c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di
Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana aksi,
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fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana aksi
tersebut.

Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7
(tujuh) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI)
beserta dukungan infrastruktur dan regulasinya khususnya yang
berada di Luar Pulau Jawa

Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi kebijakan penanaman modal dan
fasilitas fisk al serta pemberian kemudahan ekspor impor di kawasan
pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi Khusus (KEK)
dan Kawasan Industri (KI) khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa
Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan
dan nonp erizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK

g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk kawasan pengembangan ekonomi khususnya di Papua dan
Papua Barat.

h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa dalam
mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan daerahnya
menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015 -2019

secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

Peningkatan peran Usaha Kecil dan Men engah (UKM) dalam perekonomian
melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, BKPM akan
melakukan kegiatan:

a.

Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.

Penyediaan daftar UKM ya ng potensial dan perusahaan skala besar
yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan

terbuka dengan persyaratan di bidang penana man modal.
Pelaksanaan matchmaking UKM dengan perusahaan skala besar yang
wajib bermitra dan melakukan monit oring .

Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka
pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.

Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

a.

b.

d.

Pengembangan dan pendayagunaan peran Kantor Inv estasi Luar Negeri

(Indonesian Investment Promotion Center /IIPC).

Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang

dapat dilakukan melalui:

1) Market intelligence .

2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.

3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan usahanya
di Indonesia untuk menyampaikan success story dalam kegiatan
promosi BKPM di negaranya.

4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih
konkret tidak hanya potensi penanaman modal.

Peningkatan keikutsertaan da erah dalam ajang pertemuan bisnis

antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

Perubahan mindset dari promosi menjadi marketing.
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e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan
yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan usahanya.

f. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.

g. Fasilitasi penanaman modal keluar ( outward investment) dalam rangka
mendukung ketahanan energi (  energy security ) dan ketahanan pangan
(food security ) serta mewujudkan Indonesia menjadi regional p layer
khususnya di ASEAN.

5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM
sesuai dengan perannya sebagai  front office dan clearing house agent akan
secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama
Pemerintah S wasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga financial closing .

Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015 -2019 secara
lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan
ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak Lampiran Il .

6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk
kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama
penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta
melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia ke luar ( outward
investment ). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:

a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.

b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka
meningkatkan daya saing bersama di pasar global.

c. Menyusun template Bilateral Investment Agreement /BIT dan Concession
Treaty berdasarkan hasil review perjanjian BIT agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada
dunia usaha dan pemerintah daerah

e. Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional.

7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan -kegiatan yang

diselenggarakan unit -unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi, melalui:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pe nanaman modal.

b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara
sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.

c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek -proyek prioritas,
pengembangan kawasan, infrastruktur priorita S.

d. Melakukan market sounding dan policy dialogue proyek prioritas.

e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatan
realisasi penanaman modal proyek prioritas.

f. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

3.3 Prog ram dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan
BKPM Tahun 2015 -2019 ditetapkan sebagai berikut:
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk men dukung pelaksanaan tugas -tugas
BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan di capai melalui program ini
adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah
sebagai berikut

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE).
Pengelolaan data dan informa  si penanaman modal.
Pengembangan sumber daya manusia.
Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan
pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha
pimpinan.
Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan BKPM.

~®Qoo00oT
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung p elaksanaan tugas -tugas
BKPM melalui penyediaan sarana dan prasana aparatur yang memadai.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja
lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi BKP M dengan indikator indeks kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pem bangunan /
pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya
termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan da ta (Personal

Computer /PC) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub
agenda prioritas nasional OPenguatan panvest a:
melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:
a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan
rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
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Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya
saing penanaman modal.

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi
yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri
yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan
melindungi kepentingan  nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal

Meningkat nya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan
responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal

Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui  kegiatan
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman
moda | dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal .

Indikator Sasaran Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal adalah
sebagai berikut

a.
b.
C.

Perbaikan kemudahan memulai berusaha.

Rencana investasi.

Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasa ma penanaman
modal yang telah diimplementasikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal
pada PTSP Pusat di BKPM.

Realisasi penanaman modal.

Peta potensi sektor prioritas.

Program  Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

dil aksanakan melalui kegiatan:
Bidang Perencanaan Penanaman Modal

a.

Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri
agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri
manufaktur.

Perencanaan pengembangan p enanaman modal di bidang jasa dan
kawasan.

Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).

Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidan g Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a.
b. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).
C.

d. Pemberdayaan usaha nasional.

Deregulasi kebijakan penanaman modal.

Pengembangan potensi penanaman modal daerabh.
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Bidang Promosi Penanaman Modal

a. Peningkat an kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.

b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam

dan luar negeri.

Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.

d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promo Si penanaman
modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

o

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

a. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.

b. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.

c. Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan d I luar negeri di
bidang penanaman modal.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

a. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal.
b. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.

c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

Bida ng Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah | (Sumatera).

b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah Il (DKI Jakarta,
D.l. Yogyakarta, dan Kalimantan).

c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah Il (Jawa Barat,
Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

e. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
penanaman modal dida erah.

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM

Dalam RPJMN 2015 -2019, dalam rangka mengoptimalkan dan
mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga)
mekanisme pelaksanaan kebijakan (  delivery mechanism ) vyaitu kerangka
regulasi, kerangka kelembag aan dan kerangka pendanaan. Kerangka
kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kementerian/Lembaga
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara
yang digunak an untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai
kebutuhan  fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya
pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit
organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya
manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumb er daya manusia,
baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
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Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan prinsip -

prinsip:
1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan
pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembanguna n di

dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.

2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan,
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang -
undangan terkait yang berlaku, dan memperhatikan prinsip -prinsip
pengorganisasian yan g efektif, efisien dan transparan.

3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yang:

a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.

b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang
bersangkutan.

c. sesuai dengan ketersediaan a nggaran.

4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur organisasi
kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015 -2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi
dengan online trackin g system dan transparansi informasi tahapan proses,
lama waktu guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih

kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kele mbagaan dan menjadi
tugas BKPM.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjang kau. Perpres tersebut
merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang
baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan du alisme

kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal
(PDPPM) Provinsi dan Perang kat Daerah di bidang Penanaman Modal.

Dalam Perpres yang baru selain pelimpahan atau pendelegasian
kewenangan pemberian izin usaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada
Kepala BKPM, semua K/L menempatkan pejabat penghubung pada PTSP
Pusat di BKPM untuk mem proses perizinan dan memberikan pelayanan
informasi. Dengan demikian, BKPM menangani izin prinsip, Angka Pengenal
Impor -Produsen (API -P), Angka Pengenal Importir -Umum (API -U), fasilitas bea
masuk, dan fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpa hkan atau
didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.



- 40 -

Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di
Bidang Penanaman Modal
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Saat ini telah ada 22 K/L yang melimpahkan atau mendelegasikan
wewenang pemberian i zin usahanya serta menempatkan pejabat penghubung
(Liaison Officer /LO) pada PTSP Pusat di BKPM. K/L tersebut adalah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan
Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan,
Kementerian  Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informa tika,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pertahanan, Kepolisian
Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standarisasi
Nasional, Lembaga Sandi Negara, serta PT. PLN Persero.

Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM
tersebut telah mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) antara 3 -10 hari
kerja. Adapun pelayanan peri  zinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di
BKPM telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2008 ( Quality Management
System Requirements ) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sejak
tahun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan dapat dipantau
melalui Service Performance Monitoring (SPM) dashboard yang dapat diakses
oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam PTSP Pusat di
BKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor proses pelayanan
perizinan atau nonperizinan melalui tracking system yang terdapat dalam
SPIPISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan yang cepat,
sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme layanan pada PTSP
Pusat di BKPM dapat dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Mekanisme Layan an di PTSP Pusat
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Pelaksanaan fungsi PTSP Pusat serta integrasi dengan PTSP Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pelayanan penanaman modal dilakukan secara
bertahap vyaitu tahap persiapan, tahap integrasi Pusat dengan
Kementerian/Lembaga (K/L), serta tahap integrasi perizinan tingkat daerah.
Rencana kerja menuju PTSP Pusat dan integrasi perizinan tingkat daerah
adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Peluncuran layanan perizinan online
2. Integrasi Pusat dengan K/L
Bidang Usaha Prioritas |
- Rapat koordinasi te  knis (Rakortek) K/L bidang prioritas |
Penugasan Person in Charge (PIC) dari setiap K/L
Penerbitan Peraturan Menteri  pelimpahan wewenang
Persiapan infrastruktur di BKPM
Persiapan infrastruktur IT (Telkom)
Penugasan pejabat K/L (LO) di BKPM
Evaluasi dan pen yempurnaan
- Launching PTSP Pusat
Bidang Usaha Prioritas I
- Rakortek K/L bidang prioritas Il
3. Integrasi Perizinan Tingkat Daerah (secara bertahap)
Tahap pertama : 5 Provinsi & 12 Kabupaten/Kota
- Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Persiapan infrastruktu  r dan BPM -PTSP
- Uji coba daerah prioritas
- Pelaksanaan PTSP di Daerah
Tahap -tahap berikutnya:
- Replikasi penerapan di seluruh PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota , KEK,
dan KPBPB
Penyelenggaraan PTSP Pusat tahap | ditargetkan untuk melayani perizinan
dan nonperizina n penanaman modal pada 7 (tujuh) sektor prioritas, kemudian
dila njutkan tahap Il untuk keseluruhan sektor lainnya.
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Saat ini, BKPM telah mengajukan usulan struktur kelembagaan dan tata
laksana BKPM yang baru dalam rangka menjawab tantangan, meningkatkan
keterkaitan unit kerja dan peran BKPM untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta melaksanakan amanat
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Mengingat bahwa struktur kelembagaan masih dalam proses untuk

mendapatkan persetujuan dari Presiden, maka Renstra BKPM 2015 -2019
masih menggunakan struktur kelembagaan yang lama. Jika struktur
kelembagaan baru disetujui sesuai dengan Peraturan Menteri Per encanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014, maka akan dilakukan revisi
Renstra BKPM 2015 -2019. Struktur kelembagaan BKPM tahun 2015 -2019

dapat dilihat pada Gambar 3.4.



- 43 -

Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan BKPM Tahun 2015
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4 Infrastruktur

Direktorat Pameran dan
4 Sarana Promosi

Direktorat Wilayah IV

Biro Perundang-undangan,
Humas, dan TU Pimpinan

Biro Umum




- 44 -

3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam
rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan berneg ara. Bagian
kerangka regulasi penanaman modal ini berisi tentang gambaran umum
peraturan perundang -undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam
pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan
kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sa saran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan
penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang -undangan,
antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:

a. Perubahan peraturan perundang -undangan sektoral dalam rangka
penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman
modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis perizinan dan
nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian.

b. Penyusunan pe raturan perundang -undangan terkait dengan penetapan
standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal yang akan menjadi payung hukum bagi semua
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah
daerah untuk mengop timalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).

c. Pembenahan peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai
pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasio nal; (ii)
investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan
baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang
mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri;
serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan
aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas
sumur -sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.

d. Melakukan review secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tert utup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan serta kesepakatan internasional yang baru.

2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:

a. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden sebagai dasar hukum
pengaturan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait
dengan penanaman modal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.

b. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden ter kait peta jalan
harmonisasi regulasi untuk percepatan investasi. Harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perizinan dan nonperizinan di pusat dan daerah
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untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan mendorong
perbaikan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

c. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian dalam rangka percepatan pemberian perizinan dan
nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

d. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Non Ke menterian mengenai pelimpahan/pendelegasian wewenang yang
belum dilimpahkan/didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Non Kementerian kepada Kepala BKPM.

Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan
perundang -undangan untuk men dorong percepatan realisasi dan
meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:

a. Perubahan peraturan perundang  -undangan terkait perizinan pertanahan
dan perizinan lokasi.

b. Mendorong  perubahan  peraturan  perundang -undangan terkait
penanaman modal di bida ng kerjasama pemerintah dengan badan usaha
dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur.

c. Mendorong  perubahan  peraturan perundang -undangan terkait
pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang
mengakibatkan beban in dustri semakin besar dan menurunkan daya
saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam
penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Indonesia.

d. Mendorong perubahan peraturan perundang -undangan terkait
penyederhana an perizinan lingkungan.
e. Mendorong perubahan peraturan perundang -undangan terkait Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB).

f. Mendorong perubahan peraturan perundang -undangan terkait
ketahanan pangan.

g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau
insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti
mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas fiskal yang
merupakan amanat Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan kepastian dan
kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman modal di
Kawasan Ekonomi Khusus.

h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 T ahun
2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang -Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah -Daerah Tertentu
agar fasilitas tax allowance dapat diberikan  sesuai dengan bidang
usaha/sektor prioritas baru, pengembangan KEK, mendoron g
pemerataan penanaman modal di luar Jawa khususnya Papua dan
Papua Barat serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas.

i. Mendorong penerbitan peraturan perundang -undangan terkait fasilitas
pembebasan atau pengurangan p  ajak penghasilan badan meliputi
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Industri pionir strategis.

Industri padat karya.

Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi
substitusi impor.

Penanaman modal untuk pengembangan daerah
perbatasan.

ekspor dan

-daerah

remote dan
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BAB IV
TARGET K INERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan kerangka
pendanaan.
4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015 -2019, Pemerintah

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata -rata 7,0%, t ingkat inflasi rata -
rata 4,0% dan nilai tukar rata -rata Rp 11.900. Untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp 2 2.534

triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5

(lima) tahun sebelumnya (2010 -2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode
2015 -2019 rata -rata sebesar 3 5,4% atau meningkat dibandingkan periode 5
(lima) tahun sebelumnya (32, 6%). Dengan demikian, diharapkan peran
investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk memb iayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit
perbankan sebesar Rp 5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp 7 34 triliun,
penerbitan obligasi sebesar Rp 3. 428 triliun, dan dana internal masyarakat
atau perusahaan sebesar Rp 8.5 55 triliun. Sisany a diharapkan akan dibiayai
melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp 4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro  dan Sumber Investasi

Total Proyeksi Tahun Total
2010 -2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 -2019*
Pertumbuhan PDB (%) 6,0 5,8 6,6 7,1 7,5 8,0 7,0
Inflasi 8,2 5,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0
Kurs nilai tukar Rupiah 11.600 12.000 12.150 12.100 12.050 12.000 11.900
Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan
PMA/PMDN) 10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
PDB Harga Berlaku 41.384 11.837 13.22 4 14.829 16.562 18.514 74.996
Investasi (PMTB) (Rp Triliun) 13.479 3945 4500 5.188 5978 6.947 26.558
- Investasi Pemerintah (Rp Triliun) 1.048 493 673 763 937 1.158 4.024
- Investasi Masyarakat (Rp Triliun) 12.431 3.452 3.827 4.425 5.042 5.789 22534
a. Kredit Perbankan (Rp Triliun) 2.480 752,4 894 1.078 1.323 1.646 5.694
% PDB 5,8 6.4 6,8 7,3 8,0 8,8 7,6
b. Luar Negeri (Rp Triliun) 2111 617 703 799 911 1.040 4.070
% PDB 5,0 5,2 5,3 5,4 55 5,6 5,4
c. Penerbitan Saham (Rp T riliun) 270 74 103 152 181 224 734
% PDB 0,6 0,6 0,8 1,0 11 1.2 1,0
d. Penerbitan Obligasi (Rp Triliun) 1.203 443 606 705 803 925 3.428
% PDB 2,8 3,8 4,6 4,8 4,9 5,0 4,6
Tr”ﬁjn[))a”a Internal Masyarakat — (Rp 6.356 1.565 1521 1691 1.824 1.954 8.555
% PDB 14,9 13,2 11,5 11,4 11,0 10,5 11,4
Keterangan: *) Pertumbuhan PDB dan inflasi dihitung berdasarkan rata -rata

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019, diolah BKPM

Pertumbuhan investasi periode 2015  -2019 akan didorong oleh investasi
Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan
meningkat peranannya, terutama untuk membiayai proyek -proyek
infrastruktur, yaitu dari 9,6 % pada tahun 2014 menjadi 16, 7% pada tahun
2019. Adapun investasi masya rakat termasuk dunia usaha diharapkan juga
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meningkat secara nhominal dari Rp 3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp
5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata
rata 15, 1% pada p eriode 2015 -2019 yaitu dari Rp  463,1 triliun pada tahun
2014 menjadi Rp 933,0 triliun pada tahun 2019. Penentuan target tersebut
telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko ketidakpastian
dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4 .2 Proyeksi Eko nomi dan Investasi Tahun 2015 -2019
2014 Proyeksi Tahun Total
2015 2016 2017 2018 2019 2015 -2019 *
PDB Harga Berlaku  (Rp Triliun) 10.200,9  11.837 13224 14829  16.562  18.514 74.996
Investasi (PMTB) harga berlaku 3.477 3945 4500 5188 5978  6.947 26.558
(Rp Triliun)
Investasi berdasarkan Institusi
|. Pemerintah (Rp Triliun) 333 493 673 763 937 1.158 4.024
% PMTB 9,6 12,5 15,0 14,7 15,7 16,7 14,9
% Pertumbuhan 27,9 48,0 36,5 13,3 22,8 23,6 28,9
Il. Masyarakat (Rp Tril iun) 3.144 3.452 3.827 4.425 5.041 5.789 22.534
A. Koperasi, Usaha Mikro dan 717.6 8659 9828 11571 13521 15991 5.957, 0
Kecil (Rp Triliun)
% PMTB 20,6 22,0 21,8 22,3 22,6 23,0 22,4
% Pertumbuhan 19,3 20,7 13,5 17,7 16,8 18,3 17,4

B. Usaha Menengah dan Besar 24261 25857 2.8443 3.267.7 3.6895 4.1899  16.577.1

(Rp Triliun)

1. PMDN dan PMA 463,1 5195 594,8 6788 792,5 933,0 35186
(Rp Triliun)
% PMTB 133 132 132 13,1 133 134 13,2
% Pertumbuhan 16.2 122 145 141 16,7 177 151

2. Lain -lain (Hulu Migas)

- 1.96 3,0 2.066,2 2.249,5 2.588,9 2.897,0 3.256,9 13.058,5
(Rp Triliun)

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan rata -rata, angka PDB yang digunakan
merupakan harga dasar tah  un 2010

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019 dan Kementerian
Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri dan
berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian
ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7 % pada tahun
2014 menjadi 38,9% pada tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbuh
rata -rata 19,5% pada periode 2015 -2019. Peran PMA masih diperlukan untuk
kegiatan usaha yang risiko nya masih tinggi, bi aya yang besar, membuka akses
pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 4.3 bahwa
masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan
neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca
perd agangan (defisit ekspor -impor).

Tabel 4 .3 Proyeksi PMA/PMDN 2015 -2019 Berdasarkan Sumber Dan a

Sumber Dana 2014 Proyeksi Tahun o
2015 2016 2017 2018 2019 2015 -2019*
PMDN (Rp Triliun) 156,1 175,8 208,4 249,8 297,8 363,0 1.29 4,8
% Total 33,7 33,8 35,0 36,8 37,6 38,9 36,4
% Pertumbuhan 21,8 12,6 18,6 19,9 19,2 21,9 19,5
PMA (Rp Triliun) 307, 0 343,7 386,4 429,0 494,7 569,9 22238
Dalam USD miliar 29,2 28,6 32,2 35,8 41,2 475 185,3
% Total 66,3 66,2 65,0 63,2 62,4 61,1 63,6
% Pertumbuhan 13,5 12,0 12,4 11,0 15,3 15,2 13,2
TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3518,6
Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata -rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014
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Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur
ekonomi dan men ciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat
bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9 %
pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang
usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer mas ih dianggap
penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan
bahan baku hilir perkebunan , mineral dan energi, serta sektor prioritas
kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan
tenaga listrik.

Tabel 4 .4 Pro yeksi PMA/PMDN 2015  -2019 Berdasarkan Sektor

Sk 2014 Proyeksi Tahun Total
2015 2016 2017 2018 2019 2015 -2019 *

Primer (Rp Triliun) 91,5 88,4 97,6 107,9 119,3 131,8 550,2
% Total 19,8 17,0 16,4 15,9 15,1 14,1 15,7
% Pertumbuhan 54 -3,4 10,4 10,6 10,6 10,5 6,5
Sekunder (Rp Triliun) 198,9 267,5 313,5 363,2 431,9 517,8 1.893,9
% Total 42,9 51,5 52,7 53,5 54,5 55,5 53,5
% Pertumbuhan -1,1 34,5 17,2 15,9 18,9 19,9 19,6
Tersier (Rp Triliun) 172,7 163,6 183,7 207,7 2413 283,4 1.079,7
% Total 37,3 31,5 30,9 30,6 30,4 30,4 30,8
% Pertumbuhan 55,9 -5,3 12,3 13,1 16,2 17,4 14,0

TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata -rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Untuk mendukung pemerata an pembangunan antar wilayah,
penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri
pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti smelter, hilirisasi
perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar
Pulau Jawa diharap kan meningkat dari 4 3,1% pada tahun 2014 menjadi
62,0 % pada tahun 2019 atau meningkat rata -rata 23,7 % yaitu dari Rp  199,8
triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019
sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung
dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

Tabel 4 .5 Proyeksi PMA/PMDN 2015 -2019 Berdasarkan  Wilayah

Wilayah 2014 2015 2016 Proyezsc;lT?ahun 2018 2019 201?-?(')19 *

Jawa (Rp Tril iun) 263,3 282,6 302,6 317,4 337,6 3545 1594,7
% total 56,9 54,4 50,9 46,8 42,6 38,0 46,5
Sumatera (Rp Triliun) 71 75,2 90,2 106,5 132,2 163,1 567,2
% total 15,3 14,5 15,2 15,7 16,7 17,5 15,9
Kalimantan (Rp Triliun) 71,6 74,5 88,8 109 128,1 156,9 557, 3
% total 15,5 14,3 14,9 16,1 16,2 16,8 15,7
Sulawesi (Rp Triliun) 29,2 27,8 38,1 51,3 72,7 102,6 292,5
% total 6,3 53 6,4 7,6 9,2 11,0 7,9
Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun) 11,1 19,0 24,9 31,9 43,2 58,1 177,1
% total 2,4 3,7 4,2 4,7 5,5 6,2 4,8
Maluku (Rp Triliun) 1,4 7,3 9,5 13,4 16,1 18,7 65
% total 0,3 1,4 1,6 2,0 2,0 2,0 1,8
Papua (Rp Triliun) 15,5 33,2 40,8 49,3 62,6 79,1 265
% total 33 6,4 6,9 7,3 7,9 8,5 7,4

TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6

Keterangan: *) Persentase p ertumbuhan dihitung berdasarkan rata -rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014



- 50 -

Matrik proyeksi penanaman modal 2015 -2019 berdasarkan sektor dan
wilayah secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran V.

4.2 Target Kinerja
Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun

target kinerja Tahun  2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing -masing program, BKPM

menyusun kegiatan  yang secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran V.
Tabel 4.6 Target  Kinerja BKPM Tahun 2015 -2019
. Target Kinerja
Program Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
" femudanan 8 8 7 6 5
merr?ulai berusaha prosedur prosedur prosedur prosedur prosedur
1 Rencana investasi 865,8T 991,3T 1131,3T 1320,8T 1555,0
1 Persentase
kesepakatan/
perjanjian/
. perundingan 78% 85% 86% 87% 88%
p Meningkatnya kerjasama
rogram P
: kualitas iklim penanaman modal
penmgk?tan penanaman yang telah
daya saing modal dan diimplementasikan
penanaman e
modal _reallsasy 9 Indeks Kepuasan
investasi masyarakat (IKM)
atas pelayanan 3,10 dari 3,15 dari 3,20 dari 3,25 dari 3,3 dari
penanaman modal skala 4 skala 4 skala 4 skala 4 skala 4
pada PTSP Pusat di
BKPM
9 Realisasi Rp. Rp.
penanaman modal 519,5T 504,87  RPO788T 79257 933,01
i Pe'ta. Potensi Sektor 12 12 14 14 14
prioritas
Program 1 Opini Badan
dukungan Pemeriksa WTP WTP WTP WTP WTP
manajemen Meningkatnya Keuangan (BPK)
dan akuntabilitas 1 Kategori Laporan
{;)elaksanaan kelembagaan Kinerja Instansi B B B A A
ugas teknis P intah
lainnya BKPM emerinta
Meningkatnya
kinerja
lembaga
Program melalui
peningkatan ketersediaan Indek§ kualitas dan 2.8 dari 3.1 dari 3.3 dari 3.4 dari 3.6 dari
sarana dan sarana dan kuantitas sarana dan
skala 5 skala 5 skala 5 skala 5 skala 5
prasarana prsarana prasarana
aparatur BKPM  dalam rangka
menunjang
tugas dan
fungsi BKPM
4.3 Kerangka Pendanaan
Untuk menunjang program kegiatan BKPM Tahun 2015 -2019 telah

ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp 3.250 miliar yang akan didanai melalui
APBN yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 . Rincian kebutuhan pendanaan untuk
masing -masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran V.
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Tabel 4. 7 Kerangka Pendanaan  BKPM Tahun 2015 -2019

Program peningkatan daya saing

434,19 479,10 480,20 510,71 508,22 2.412 ,42
penanaman modal
Program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis 148,57 149,59 162,01 163,11 171,08 794,35
lainnya BKPM
Program peningkatan sarana  dan 7.23 9.00 9.00 9.00 9.00 43,23

prasarana aparatur BKPM
TOTAL ANGGARAN 589,99 637,69 651,21 682,82 688,30 3.250,00
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BAB V
PENUTUP

Agar dapat lepas dari  Middle Income Trap , dalam B uku | Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 Pemerintah
menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu rata -rata 7,0% dan
investasi (PMTB) rata -rata 10,2% pada tahun 2015 -2019. Untuk mencapai
pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan
PMDN/PMA rata -rata 15,1%. Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015 -2019,
BKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal. Kualitas
penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan PMDN,
meratanya sebaran penanaman modal , peningkatan penanaman modal yang
memberikan nilai tambah tinggi, penguata n struktur ekonomi (  mendukung
hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan lapangan
pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong pena naman modal ke
luar (outward investment ) dalam rangka mendukung ketahan an pangan,
energi, dan perlua san pasar (menjadi regional player ).

Target kuantitas dan kualitas penanaman modal tahun 2015 -2019,
dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman modal,
salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan peningkatan
promosi pen anaman modal di dalam negeri. Salah satu kebijakan peningkatan
ikim penanaman modal yang akan dilakukan oleh BKPM adalah
pembentukan PTSP Pusat dan Daerah , serta harmonisasi dan penyederhanaan
peraturan di bidang penanaman modal. PTSP Pusat direncanakan a kan mulai
berjalan sejak awal tahun 2015. Sementara itu, PTSP Daerah direncanakan
akan mulai beroperasi penuh pada akhir tahun 2016. Selain itu, harmonisasi
dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal sangat penting
untuk dilakukan mengingat ban yaknya peraturan yang tumpang tindih dan
lamanya proses peri zinan baik di Pusat maupun di Daerah. Berbagai
kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman modal dilakukan demi
tercapainya proses perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana,
transparan dant erintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan
promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong
minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan
menjadi prioritas nasional. Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan
perannya dalam mendorong penanaman modal sektor prioritas,
pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencana an,
promosi, pelayanan penanaman modal, perbaikan regulasi penanaman modal,
pengendalian, dan fasi litasi penyelesaian masalah.

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKPM 2015 -2019 dituangkan dalam
rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut
disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan
daerah melalui koordina si yang inte nsif dengan Bappenas, K/L, dan Perangkat
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telah direncanakan
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dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh
kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan Penyusu nan Rencana
Strategis BKPM 2015 -20109.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG
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ANAK LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 201 7

PENANAMAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 201 5 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN  KOORDINASI PENANAMAN  MODAL TAHUN
2015 -2019
MATRIK SEKTOR PRIORITAS TAHUN 2015 -2019
Subsektor Rincian . Lokasi Eksisting Halie Rekomendasi Kebijakan Program
Subsek tor/Komoditas Pengembangan
1. KETENAGALISTRIKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
Pembangkit 1. PLTP (Pusat Listrik Seluruh Indonesia PLTP T Penyederhanaan proses perizinan sekt or Penyelenggaraan Pelayanan
Tenaga Tenaga Panas Bumi) 1. Jawa ketenagalistrikan Terpadu Satu Pintu (P TSP) Pusat
Listrik 2. PLTG (Pusat Listrik 2. Sumatera 11 Dukungan terhadap kemudahan Fasilitasi harmonisasi  kebijakan
Tenaga Gas) 3. Maluku pemberian izin rencana pengembangan investasi
3. PLTMG (Pusat List rik 4. Nusa Tenggara ketenagalistrikan Fasilitasi perubahan Perpres
Tenaga Mesin Gas) 5. Sulawesi 1 Harmonisasi kebijakan Undang -Undang Kerjasama  Pemerintah  dengan
4. PLTU (Pusat Listrik PLTG Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan
Tenaga Uap 1. Sumatera Tanah Bagi Pembangunan Untuk Infrastruktur
5. PLTA (Pusat Listrik 2. Kalimantan Kepentingan Umum dan Undang -Undang Fasilitasi Perubahan Perpres 71
Tenaga Air) 3. Nusa Tenggara Nomor 30 Tahun 2 009 tentang Tahun 2012 tentang
6. PS (PLTA Pump 4. Sulawesi Ketenagalistrikan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Storage) 5. Jawa 1 Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun Bagi Pembangunan un tuk
7. PLTGU (Pusat Listrik PLTMG 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Kepentingan Umum
Tenaga Gas dan Uap) 1. Jawa dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Koordinasi dengan
8. PLTM (Pusat Listrik 2. Sumatera Infrastruktur. Kementerian/Lembaga terkait
Tenaga Mini Hidro) 3. Bali 1 Perubahan Perpres 71 Tahun 2012 perihal kebijakan sektor
9. PLTGU/MG (Pusat 4. Kalimantan tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan ketenagalistrikan
Listrik Tenaga Gas 5. Maluku Tanah Bagi Pembangunan Untuk Fasilitasi promosi sektor
dan Uap/Mesin Gas) 6. Nusa Tenggara Kepentingan U mum ketenagalistrikan  melalui Market
10. PLTS (Pusat Li strik 7. Papua 1 Promosi sektor ketenagalistrikan secara Sounding/Business
Tenaga Surya) 8. Sulawesi terintegrasi Forum/Roadshow
11. PLTB (Pusat Listrik
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Lokasi

Subsektor Subsek tor/Komoditas Lokasi Eksisting Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Program
Tenaga Bayu/Angin) PLTU 1 Pemberian kesempatan pengembangan Fasilitasi pembuatan peraturan
12. PLTD (Pusat Listrik 1. Jawa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin baru terkait Feed in T ariff untuk
Tenaga Diesel) 2. Sumatera (PLTB) dengan pola Feed-In Tariff . PLTB
13. PLTU-Bi (Pusat 3. Bali T Percepatan Pembangunan Pembangkit Fasilitasi percepatan pembangunan
Listrik Tenaga Uap - 4. Sulawesi 35.000 MW pembangkit tenaga listrik 35.000
Biomassa) 5. Kalimantan MW
14. Saluran Transmisi 6. Maluku Koordinasi dengan Kementerian /
7. Nusa Tenggara Lembaga terkait percepatan
8. Papua pembangunan pembangkit tenaga
PLTA listrik 35.000 MW
1. Jawa Fasilitasi  proyek -proyek  sektor
2. Sumatera ketenagalistrikan yang akan
3. Papua melakukan ekspansi dan yang
4. NTT berpotensi didorong untuk
5. Sulawesi melakukan ekspansi
6. Maluku Fasilitasi investor yang berminat
PLTA Pump Storage investasi di sektor ketenagalistrikan
- Jawa Fasilitasi perusahaan -
PLTGU perusahaan/proyek -proyek sektor
1. Jawa ketenagalistrikan yang terkendala

2. Sum atera
3. Kalimantan
4. Nusa Tenggara
5. Sulawesi
PLTM

Jawa

Bali
Sumatera
Sulawesi
Kalimantan
Maluku
Nusa Tenggara
. Papua
PLTMGU

- Jawa
PLTS

- Sumatera
PLTB

- Jawa
PLTD

- Kalimantan

ONooA®LODE

(debottlenecking )
Fasili tasi investor yang mengajukan
permohonan melalui PTSP Pusat
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Subsektor Subsek E)Irrl]lifrgo ditas Lokasi Eksisting Penglé?:\(g;gan Rekomendasi Kebijakan Program
PLTU Biomassa
- Papua
Saluran Transmisi
- Seluruh
Indonesia
2. INDUSTRI PADAT KARYA
Industri 1. Makanan Olahan T Jawa Barat T Jawa Timur . Pemberian insentif fiskal berupa Penyusunan peta investasi
Makanan (olahan daging, sapi, 1 Jawa Tengah 1 Jawa Barat penurunan bea masuk (impor) bahan subsektor industri makanan
ayam, ikan, udang, . Jawa Timur T Banten baku . (supply -demand , potensi invest asi,
dan lain -lain) T Banten 1 Riau 11 Pemberian insentif kebijakan fiskal lokasi eksisting, maupun lokasi
2. Teh Kemasan 1 Kalimantan berupa penurunan bea keluar/ekspor pengembangan).
3.  Minuman Ringan Tengah, untuk fast moving consumer goods atau Fasilitasi pemberian jaminan
4. Rumput laut Sumatera Utara makanan dengan spesifikasi khusus. ketersediaan bahan baku (kualitas,
5. Agar-agar 1 Nusa Tenggara T Pemenuhan persyaratan dan kuantitas, dan kontinuitas),
6. Caregeenan Barat, Lampung standardisasi produk makanan dan berkoordinasi dengan
n DKl Jakarta minuman sesuai dengan standar mutu kementerian/lembaga terkait,
internasional. melalui kemitraan atau

1 Promosi ekspor produk makanan dan matchmaking dengan UKM dalam
minuman secara terkoor dinasi . negeri.

1 Harmonisasi kebijakan perpajakan dan Fasilitasi harmonisasi kebijakan
retribusi terkait perjanjian bilateral dan investasi pada subsektor industri
multi lateral. makanan dengan

1 Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan kementerian/lembaga dan instansi
Industri  Tujuan Ekspor (KITE) atau terkait.

Kawasan Berikat (KB). Promosi dan kerjasama investasi ke

1 Pengembangan infrastruktur untuk negara-negara utama subsektor
mendukung pengembangan subsektor industri  makanan, a.l: Jepang,
industri makanan. Korea Selatan, Taiwan, Australia,

11 Perbaikan mekanisme penetapan upah Switzerland.
minimum dan kenaikannya. Promosi 0saf e 60 f oosce ¢

1 Peningkatan anggaran untuk penelitian terkoordinasi dengan
dan pengembangan (R & D) untuk kementerian/lembaga terkait.
meningkatkan kualitas produk. Fasilitasi investor yang berminat

1 Peningkatan efisiensi proses pengolahan investasi di subsektor industri
dan penjaminan mutu produk melalui makanan.
penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Fasilitasi kebijakan bea masuk

Good Manufacturing Practices (GMP), dan
Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP), sertifikasi SNI dan  halal
food.

(BM) terhadap berbagai jenis bahan

baku industri makanan.

Fasilitasi konsultasi penanaman

modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman
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Rincian

Lokasi

Subsektor Subsek tor/Komoditas Lokasi Eksisting Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Program
modalnya di luar wilayah Indonesia
(outward direct investment) pada
industri makanan.
Fasilitasi sertifikasi produk
makanan dan minuman sesuai
dengan standar mutu
internasio nal.
Industri 1. Serat tekstil 1 Jawa Barat 1 Gorontalo 11 Pengembangan investasi serat sintetik Pembaharuan peta investasi
Tekstil  dan 2. Benang (Bandung m Jawa Barat yang berorientasi pasar  domestik subsektor industri TPT ( supply -
Produk 3. Kain Selatan, (Purwakarta, (menunjang pengembangan produk demand , potensi investasi, lokasi
Tekstil 4. Garmen Cimahi, Majalengka) industri tekstil dan produk tekstil (TPT) eksisting, maupun lokasi
5. Tekstil khusus Purwakarta, m Jawa Tengah yang menjadi karakteristik nasional) pengembangan ).
Tangerang ) (Wonogiri, serta pasar ekspor. Promosi investasi subsektor
1 Jawa Tengah Kendal dan T Peninjauan kebijakan ekspor migas industri  TPT, terutama untuk
(Pekalongan , Boyolali) untuk  memenuhi kebutuhan PTA dan industri sera t sintetis, non -woven,
Semarang MEG didalam negeri dan memberikan dan garmen.

Selatan, Solo
Raya)

kontinuitas suplai energi dengan harga
lebih efisien .

Peningkatan penggunaan bahan baku
dalam negeri, terutama kain.

Perbaikan mekanisme penetapan upah
minimum dan k enaikannya.
Peningkatan kemampuan SDM industri
tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) dan

penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi
khusus industri TPT.

Melanjutkan pemberian insentif
revitalisasi mesin/peralatan industri TPT

dengan perubahan mekanisme

pengaturan pengalokasiannya, dalam
rangka peningkatan produktivitas,
kualitas dan efisiensi.

Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan
Industri  Tujuan Ekspor (KITE) atau
Kawasan Berikat (KB).

Perbaikan mekanisme penetapan upah
minimum dan kenaikannya

Pemberian insentif khusus industri padat
karya.

Promosi dan kerjasama investasi ke

negara-negara utama

subsektor

industri TPT, a.l: Jepang, Korea

Selatan, Taiwan, Austria,
India, Vietnam.
Fasilitasi pemberian

Tiongkok ,

jaminan

pasokan energi koordinasi dengan

kementer ian/  lembaga

(Kemen ESDM, PT. PLN).

terkait

Fasilitasi kebijakan Bea Keluar (BK)
terhadap berbagai jenis produk
industri TPT yang bertujuan untuk

mendorong ekspor.
Fasilitasi  insentif fiskal

investasi

pada  subsektor industri  TPT

berbasis bahan baku
alam .

Kewajiban  penggunaan
tekstil dalam negeri.

non -serat

produk
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Subsektor

Rincian
Subsek tor/Komoditas

Lokasi Eksisting

Lokasi
Pengembangan

Rekomendasi Kebijakan

Program

Pemberian insentif bagi investor industri
TPT khusus berteknologi tinggi dan
ramah lingkungan.

Peningkatan dukungan sektor
pembiayaan terhadap industri TPT
dengan pemberian suku bunga yang
lebih kompetitif.

Pengembangan litbang teknologi dalam
negeri yang terintegrasi dan berkualitas
guna peningkatan daya saing, melalui
pemberian insentif.

Pengembangan kebijakan pengamanan
industri dalam negeri melalui safeguards
dan tindakan pengamanan lainn  ya.
Kewajiban penggunaan produk tekstil
dalam negeri.

Industri

Kulit,

Barang dari
kulit, dan
Alas Kaki

1. Alas kaki
Produk kulit khusus
(advanced material )
3. Kulit sintetis

4. Bahan kulit non

konvensional

T Jawa Barat
. Jawa Timur

1 Jawa Barat
m Jawa Tengah
. Jawa Timur

Pengembangan investasi industri bahan
baku kulit sintetis dalam negeri.
Pengembangan investasi industri alas
kaki lokasi terintegrasi dengan industri
TPT berada dalam satu kawasan industri
(klaster).

Standarisasi bahan baku untuk industri
kulit dan alas kaki untuk mencegah
barang impor berkualitas rendah.
Memfasilitasi perlindungan hak atas
kekayaan intelektual design produk alas
kaki nasional.

Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku
kulit mentah ( wet blue ).

Fasilitasi pengembangan teknologi
pengolaha n limbah penyamakan kulit.
Efisiensi birokrasi pemeriksaan

kesehatan kulit di Badan Karantina
Pertanian.

Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan
Industri  Tujuan Ekspor (KITE) atau
Kawasan Berikat (KB).

Melanjutkan pemberian fasilitas
revitalisasi mesin/pe ralatan industri alas
kaki dengan perubahan mekanisme

Pembaharuan peta

subsektor

industri  kulit,

dari kulit, dan alas kaki (

demand ,
eksisting,

Promosi

penyamakan kulit,

investasi

barang

supply -

potensi investasi , lokasi
maupun
pengembangan ).

investasi

sintetis, dan industri
(sepatu olahraga, sepatu
and customized , sepatu safety ).
Promosi dan kerjasama investasi ke

negara -negara

utama

industri

lokasi

in  dustri
kulit

alas kaki

fashion

subsektor

industri kulit, barang dari kulit dan

a.l: Jepang, Korea
Tiongkok .
Fasilitasi pemberian insentif fiskal
tax allowance (TA).
pemberian
pembebasan bea masuk.

alas  kaki,
Selatan, Ital
Fasilitasi

Fasilitasi
industri m

lia, Taiwan,

kemitraan
ikro dan

kecil

insentif

dengan
yang

bergerak di subsektor industri alas
kak i dan pendukungnya.
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aturan pengalokasiannya. 1t Kewajiban penggunaan produk alas
11 Perbaikan mekanisme penetapan upah kaki dalam negeri.
minimum dan kenaikannya
11 Pemberian insentif khusus industri padat
karya.
1 Penambahan  balai pelathan  dan
peningkatan modernisasi alat -alat
prak tik bekerjasama dengan pelaku
industri ahamgonkaki 0
1 Peningkatan dukungan sektor
pembiayaan terhadap industri alas kaki
dengan pemberian suku bunga yang
lebih kompetitif.
1 Pengembangan litbang teknologi dalam
negeri yang terintegrasi dan mengikuti
perkembangan mode.
m Kewajiban penggunaan produk tekstil
dalam negeri.
Industri 1. Split/Batubelah/And . Jawa Timur n  Jawa Barat 1. Semen T Penyusunan peta investasi industri
Mineral Non esit T Jawa Barat T Banten 1 Pengembangan industri semen nasional mineral non logam khususnya
Logam 2. Pasir Kwarsa T Sulawesi . Jawa Timur khususnya di daerah Timur Indonesia. industri  semen dan  keramik
3. Lempung/ Clay/ Tana Selatan 1 Kalimantan 1 Pengembangan kompetensi sumber daya (supply -demand , potensi investasi ,
h Urugan 1 Jawa Tengah Selatan manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan lokasi eksisting, maupun lokasi
4. Semen T Sumatera Utara konstruksi pabrik semen. pengembangan) .
5. Keramik . Papua T Pemberian keaman an jaminan pasokan 1 Promosi dan kerjasama investasi ke
1 Papua Barat batubara melalui pemanfaatan potensi negara-negara utama subsektor
yang ada untuk industri semen nasional. industri mineral non logam, a.l:
1 Peningkatan kemampuan rekayasa dan Jepang, Tiongkok , India, Italia,
pabrikasi pabrik 8 pabrik semen generasi Spanyol.
baru yang lebih efisien dan hemat energ i. | m Fasilitasi pemberian jaminan
2. Keramik pasokan energi koordinasi dengan
T Peningkatan efisiensi dan konserva si kementerian/  lembaga terkait
energi. (Kemen ESDM, PT. PLN).
1 Penerapan dan pengawasan SNI. 1 Fasilitasi insentif fiskal bea masuk
1 Pengembangan kompetensi SDM bagi (BM) khususnya untuk industri
industri keramik. keramik .
1 Pengembangan industri pemurnian dan 1 Fasilitasi konsultasi penanaman
penyiapan bahan baku. modal dalam negeri yang
1 Pengembangan industri keramik bernilai menjalankan kegiatan penanaman
tambah tinggi  (advanced ceramic). modalnya di luar wilayah Indonesia
1 Pengembangan bidang desain, rekay asa (outward direct investment)
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Subsektor Subsek tor/Komoditas Lokasi Eksisting Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Program
dan pabrikasi pabrik keramik yang hemat terutama industri seme n dalam
energi. rangka perluasan pasar.
3. INDUSTRI PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL -HASIL PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI
TAMBAH EKSPOR
Tanaman Gula pasir berbasis tebu . Jawa Timur Papua 1t Pembangunan pabrik gula pasir berbasis | m Penyusunan peta investasi industri
Pangan dan T Lampung (Merauke) tebu dan perkebunan baru di luar Jawa. gula pasir berbasis tebu  (supply -
Perkebunan T Jawa Barat Sulawesi 1 Peningkatan pro duktifitas dan rendemen demand , potensi investasi, lokasi
1 Jawa Tengah Tenggara tebu masyarakat. eksisting, maupun lokasi
T Sumatera Utara (Konawe dan 1 Penyelesaian masalah status lahan. pengembangan) dengan
1 Sulawesi Muna) 1 Pembangunan infrastruktur (pelabuhan memperhitungkan ketersediaan
Selatan Jawa Barat dan jalan). lahan perkebunan tebu
1 Gorontalo (Cirebon) 1 Revitalisasi pabrik gula lama. 1 Promosi dan kerjasama investasi
Jawa Timur 1 Amalgamasi pabrik gula dengan ke negara -negara utama industri
(Madura) kapasitas kecil di Jawa. gula pasir berbasis tebu dan
Kalimantan turunan nya: Brasil, Thailand.
Barat (Sambas) 1 Fasilitasi pelayanan perizinan bagi
Nusa Tenggara investasi pembangunan  pabrik
Barat (Dompu) gula baru (untuk menggantikan
beberapa pabrik gula eksisting ).

1 Fasilitasi kerjasama swasta dengan
pabrik BUMN untuk meningkatkan
kinerja pabrik gula .

1 Mendorong kepastia n tata ruang
daerah sesuai dengan tata  ruang
nasional.

1 Koordinasi promosi potensi
pembangunan pabrik gula baru
pada investor potensial (dalam dan
luar negeri) .

Kedelai . Jawa Timur 1 Penyediaan areal  perkebunan oleh | m Penyusunan peta investasi
T Lampung Pemerintah komoditas kedelai ( supply -demand ,
T Sulawesi 1 Pemberian insentif bagi petani kedelai potensi investasi , lokasi eksisting,

Selatan 1 Pemberian subsidi harga  kedelai maupun lokasi peng embangan) .
T Sulawesi 1 Penyediaan benih unggul tepat waktu 1 Fasilitasi penyediaan areal kedelai
Tenggara yang sesuai dan legal (luasan
1 Nusa Tenggara areal).
Barat . Promosi dan kerjasama dengan
negara maju dalam riset kedelai
a.l: Brasil.
1 Koordinasi p romosi investasi

dengan BUMN.
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Subsektor Subsek E)Irrl]lifrgo ditas Lokasi Eksisting Penglé?:\(g;gan Rekomendasi Kebijakan Program
Crude Palm Qil (CPO)dan | m Sumatera Utara 1T Sumatera 1t Pengembangan industri turunan CPO, Pembaharuan peta investasi
turunan, a.l: T Riau Selatan antara lain industri oleokimia dan industri oleokimia dan biodiesel
-  CPO 1 Kalimantan 1 Kepulauan biodesel (supply -demand , potensi investasi ,
- Oleokimi a Barat Riau 1 Konsistensi penggunaan biodise | dalam lokasi eksisting, maupun lo kasi
- Kemurgi T Lampung T Lampung negeri, melalui produksi biodiesel hingga pengembangan) .
1 Kalimantan 10 juta KL Promosi investasi industri
Barat 1 Pemberian jaminan pasar produk biodisel oleokimia dan biodiesel .
1 Kalimantan 1 Legalisasi kebun dan produk CPO Promosi dan kerjasama investasi
Timur (Maloy) ke negara -negara utama subsektor
n  Papua industri makanan, a.l: Jepang,
Malaysia, Belanda.
Fasilitasi Sertifikasi RSPO dan
ISPO (data yang sudah dan belum
terda ftar) .
Sosialisasi keamanan CPO sebagai
pangan .
Karet dan produk karet, m  Aceh m  Kalimantan m Perbaikan tanaman  karet dengan klon Penyusunan peta investasi industri
a.l T Sumatera Utara Tengah unggul karet  (supply -demand, potensi
- Crumb Rubber T Riau 1 Kalimantan 11 Perbaikan tata niaga karet investasi, lok asi eksisting, maupun
(TSNR) 1 Jambi Timur 1 Pembangunan industri hilir lokasi pengembangan).
- Produk Karet (Ban, T Sumatera m Papua 1 Penguatan kelompok dan koperasi petani Promosi investasi industri hilir
Benang karet, Selatan T Aceh 1 Fasilitasi penelitan dan pengembangan karet.
Compound, Glove, T Lampung 1  Kalimantan terintegrasi  sebagai upaya penguasaan Promosi investasi pembangunan
Selang) 1 Kalimantan Barat teknologi proses dan rekayasa produk industri  crumb rubber di beberapa
Barat karet daerah sentra bokar oleh investor
1 Kalimantan 1 Peningkatan pengg unaan produk dalam dalam negeri (antara lain: Aceh).
Tengah negeri, termasuk meningkatkan
m Bengkulu keterkaitan antara industri besar dan
IKM
Kakao dan olahannya, T Sumatera Utara T Sulawesi 11 Pemberian insentif bagi biji hasil Pembaharuan peta investasi
a.l T Sumatera Barat Selatan fermentasi industri  kakao ( supply -demand ,
- Biji Kakao T Sulawesi 1 Jawa Barat 1 Penggantian dengan varietas unggul potensi investasi , lokasi eksisting,
- Kakao Olahan Selatan . Jawa Timur 1 Fasilitasi kebijakan tarif bea masuk (BM) maupun lokasi pengembangan)
(Butter , Pasta, T Sulawesi biji kakao dengan tetap memperhatikan Promosi dan kerjasama investasi ke
Powder) Tenggara kelangsungan usaha petani kakao dan negara-negara utama subsektor
kelangsungan industri pengolahan kakao industri makanan berbasis kakao,
dalam negeri a.l: Jepang, Malaysia, Switzerland.
1 Penguatan kelompok tani kakao Fasilitasi insentif  fiskal tax
1 Pembangunan industri makanan allowance (TA) bagi industri
berbasis kakao berbasis kakao .




- 62 -

Subsektor Subsek E)Irrl]lifrgo ditas Lokasi Eksisting Penglé?:\(g;gan Rekomendasi Kebijakan Program
Kehutanan T Riau 1 Kalimantan 1t Koordinasi kebijakan yang lebih in tensif Penyusunan peta investasi
T Sumatera Selatan dengan Ka b./Kota tentang penyusunan subsektor kehutanan , khususnya
Selatan m  Kalimantan dan perubahan RTRWP yang berkaitan industri furniture dan rotan dalam
1 Kalimantan Barat dengan kawas an hutan rangka peningkatan nilai tambah
Timur Sulawesi Kalimantan m Peningkatan operasi pengaman dan hasil hutan (supply -demand ,
Barat Timur perlindungan hutan yang lebih intensif potensi investasi , lokasi eksisting,
1 Kalimantan Sumatera dan bekerjasama dengan pihak d pihak maupun lokasi pengembangan)
Selatan Selatan terkait yakni polisi serta masyar akat Promosi ekspor hasil hutan yang
1 Kalimantan m  Riau peduli ke lestarian hutan sesuai standar internasional
Barat . Jambi 1 Peningkatan pembinaan masyarakat desa Fasilitasi kebijakan Bea Keluar (BK)
hutan melalui Lembaga Ma  syarakat Desa terhadap berbagai jenis produk
Hutan (LMDH) dengan kegiatan aneka industri  hasil hutan yang bertu juan
usaha tani melalui PHBM dengan untuk mendorong ekspor.
tanaman produktif (porang, ke  tela pohon, Fasilitasi koordinasi dan
jagung) & pengembangan wana farma. harmonisasi kebijakan lintas sektor
T Pengaturan dan sosiali sasi regulasi untuk  mendorong investasi di
peraturan bidang kehutanan tentang subsektor kehutanan.
industri hasil hutan. Fasilitasi bantuan dan konsultasi
11 Peningkatan penelitian, pengembangan pada investor untuk menyelaraskan
dan standarisasi penilaian hasil hutan rencana investasi dengan RTRW,
non kayu dalam rangka meningkatkan khususnya untuk ~ RTRW hutan .
PNBP bagi Pemerintah.
1 Penyelesaian kasus sengketa penggunaan
lahan ( enclave), simpan pakai ka wasan
hutan, dan pengalihan fungsi hutan ke
bidang lainnya secara cepat dan tepat
menurut peraturan yang berlaku.
Industri 1. Ban . Jawa Timur T Jawa Barat 11 Pengembangan investasi industri ban Penyu sun an peta investasi
Karet, 2. Benang karet T Jawa Barat T Banten sehingga menjadi salah satu basis subsektor industri karet, barang
Barang dari 3. Compound T Banten industri ban dunia dari karet dan plastik (supply -
Karet, dan 4. Glove 11 Peningkatan produktivitas karet alam demand , potensi investasi, lokasi
Plastik 5. Selang dan kualitas bahan olah karet eksisting, maupun lokasi
1 Pengembangan dan peningkatan daya pengembangan ).
saing industri barang 0 barang karet Promosi investasi subsektor
untuk memenuhi  kebutuhan dalam industri karet, barang dari karet ,
negeri dan plastik .
1 Pengembangan beragam industri barang Fasilitasi kebijakan  Bea Keluar (BK)
8 barang karet engineering terhadap berbagai jenis produk
T Pengembangan indu stri  permesinan industr i karet, barang dari karet
pendukung untuk pengembangan dan plastik yang bertujuan untuk

industri barang & barang karet

mendorong ekspor.
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11 Penerapan wajib SNI barang -barang karet Fasilitasi pemberian jaminan
dan harmonisasi standar internasional pasokan energi, koordinasi dengan
barang -barang karet komponen otomotif kementerian/ lembaga terkait

1 Peningkatan kompetensi SDM industri (Kemen ESDM, PT. PLN), untuk
barang & barang karet. sub sektor industri karet, barang

dari karet dan plastik.
Fasilitasi konsultasi penanaman
modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman
modalnya di luar wilayah Indonesia
(outward direct investment)
terutama industri  ban dalam
rangka perluasan pasar.
4. INDUSTRI KEMARITIMAN
Industri 1. Kapal laut - Kepulauan Jawa Timur - Pengembangan investasi indu  stri Penyusunan peta investasi industri
Perkapalan 2. Komponen kapal Riau (KPBPB (Lamongan) perkapalan, terutama kapal dengan perkapalan (supply -demand ,
(mekanik & Batam) Kepulauan kapasitas > 50.000 DWT, serta kapasitas potensi investasi , lokasi eksisting,
elektronik) - Jawa Timur Riau (KPBPB 1.200 & 3.000 DWT untuk mendukung maupun lokasi pengembangan)
3. Perawatan kapal - Kalimantan Batam) konektifitas daerah Barat 6 Timur Promosi dan kerjasama investasi ke
Timur Indonesia  untuk  angkutan  barang negara-negara utama  industri
- Jabodetabek strategis melalui Short Shea Shipping perkapalan, yakni: Korea Selatan,
(SSS) Jepang, Singapura, Jerman, dan

- Pemberian insentif fiskal tax all owance Negara-negara Skandinavia
(TA) atau tax holiday (TH) (Norwegia, Finlandia, dan lainnya).

- Penggunaan bahan baku baja dalam Promosi investasi industri
negeri guna melindungi serbuan produk perkapalan, terutama kapal dengan
impor dengan instrumen dumping , kapasitas > 50.000 DWT, serta
safeguard dan tindakan pengaman kapasitas 1.200 60 3.000 DWT
lainnya untuk  mendukung  konektifitas

- Dukungan pembiayaan sektor perbankan daerah Barat & Timur Indonesia
dan jaminan Pemerintah untuk angkutan barang strategis

- Harmonisasi  kebijak an terkait izin melalui Short Shea Shipping (SSS).
transportasi laut, diintegrasikan dengan Fasilitasi pemberian insentif fiskal
transportasi darat. tax allowance (TA) atau bila

dimungkinkan tax holiday (TH).
Perikanan Berbasis Perik anan 1 DKI Jakarta 1 Peningkatan produktifitas dan Penyusun an peta investasi
Tangkap 1 Jawa Barat pengembangan kawasan sentra produksi perikanan baik yang berbasis
. Jawa Timur perikanan budidaya sesuai potensi dan perikanan tangkap maupun
T Sulawesi utara keunggulan lokal. berbasis perikanan budidaya

(supply -demand , potensi investasi ,
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Berbasis Perikanan 1. Udang 11 Peningkatan  produktifitas  perikanan lokasi eksisting, maupun lokasi
Budidaya : 11 Lampung (Kab. tangkap dengan memperhatikan pengembangan) .
1. Udang Tulang Bawan @) ket ersediaan stok dan aspek 1 Promosi ekspor produk perikanan
2. Rumput Laut T Sulawesi kesinambungan. berbasis perikanan tangkap
3. Nila Selatan (Kab. T Revitalisasi tambak tidak produktif. maupun perikanan budidaya
4. Patin Pinrang) 1 Penguasaan dan inovasi teknologi intensif
5. Lele 1 Kawasan untuk pembesaran komoditas ikan 1t Fasilitasi insentif bea masuk untuk

Pantura Jawa strategis dengan memperhatikan daya pakan ikan .

(Kab. dukung lingkungan.

Indramayu) T Penguatan sistem dan jaringan

penyediaan induk dan perbenihan,
2. Rumput Laut. terutama di daerah Timur Indonesia.
1 Kawasan Bali - 11 Pengembangan kapasitas manajemen

4.

5.

Nusa Tenggara
(Sumbawa -
NTB, dan
Sumba Timur -
NTT)

1T Kawasan
Sulawesi
(Morowali -
Sulawesi
Tengah)

Nila
Sumatera
Selatan (Kab.
Musi Rawas)

Patin
(Kab. Banjar)

Bandeng
Jawa Timur
(Kab. Gresik)

Lele
Jawa Tengah
(Kab. Boyolali)

dan infrastruktur pelabuhan perikanan
dan sarana penangkapan ikan.
Pengembangan Sistem Logistik (Sislog)
yang mendukung pengembangan industri
perikanan.

Kebijakan pembinaan m  utu produk hasil
pengolahan ikan sesuai standar baik
untuk konsumsi lokal dan ekspor.
Peningkatan utilisasi dan revitalisasi
industri  pengolahan atas  kapasitas
produksi hasil perikanan.

Pengembangan sistem produksi sesuai
preferensi konsumen nasional.

Inte nsifikasi kampanye nasional untuk

meningkatkan kesadaran publi k dalam
mengkonsumsi ikan.
Membangun kerjasama bilateral &

multilateral untuk mengurangi potensi
hambatan tarif dan non  -tarif.
Mempertahankan dan memperluas akses

ke pasar ekspor tradisional ser ta
membuka pasar ekspor baru seperti
Tiongkok , Korea Selatan, Timur Tengah,
dan Afrika.

5. INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR BAHAN BAKU DAN KONSUMSI UNTUK DALAM NEGERI

Industri
Kimia Dasar,
Barang

1. Petrokimia hulu
2. Kimia organik
3. Pupuk

T Banten
. Jawa Timur
1t Kalimantan

Tt

Kalimantan
Timur , untuk
basis C1 (gas

p=|

Pembangunan kilang minyak sebanyak 1
unit dengan total kapasitas 300 barel
per hari

1 Pembaharuan
industri

dan farmasi

peta
kimia dasar, b arang kimia,

investasi

(supply -demand ,
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Kimia, dan 4. Resin sintetis Timur alam) T Pengembangan industri petrokimia hulu potensi investasi , lokasi eksisting,
Farmasi*) 5. Farmasidan o bat- m  Jawa Timur sebagai bahan untuk mengurangi maupun lokasi pengembangan)
obatan untuk basis ketergantungan bahan baku/subtitusi Promosi investasi pembangunan
aromatik impor. kilang minyak sebanyak 1 unit
T Banten , untuk 1 Pengembangan National Grand Strategy dengan total kapasitas 30 0 barel
basis olefin pengintegrasian industri hulu , antara per hari, berkoordinasi dengan
m  Jawa Barat , dan hilir sebagai pra syarat dalam kementerian /lembaga dan institusi
untuk basis membangun industri petrokimia yang terkait.
olefin kuat, stabil dan mandiri. Promosi investasi industri k imia
. Jawa Tengah , m  Pemantapan struktur industri dasar berbasis aromatik, olefin
untuk basis petrokimia, peningkatan efisiensi maupun gas alam
aromatik produksi, perluasan lapangan kerja dan Promosi dan kerjasama investasi ke
1 Papua Barat percepatan alih teknologi. negara-negara utama subsektor
untuk basis C1 T Pengembangan strategi  simultan  yaitu industri kimia dasar, barang kimia,
(gas alam ) peningkatan utilisasi, penguatan dan  farmasi, yakni:  Inggris,
T Sumatera struktur industri petrokimia yang terkait Singapura, Jepang, Korea Selatan,
Selatan , untuk pada semua tingkat dalam rantai nilai Taiwan, Thailand, Jerman, Kanada,
basis Batubara (value chain ), pengembangan teknologi Belanda.
masa depan dan pengembangan kl aster. Fasilitasi kebijakan bea masuk
(BM) terhadap berbagai jenis bahan
Khusus industri farmasi dan obat _ -obatan baku impor subsektor  industri
T Peningkatan penguasaan teknologi kimia dasar, b arang kimia, dan
proses dan rekayasa produk industri farmasi.
farmasi dan kosmetik melalui penelitian Fasilitasi pemberian insentif fiskal
dan pengembangan terintegrasi. tax allowance (TA) atau tax holiday
T Penguatan infrastruktur untuk (TH).
penerapan standar -Farmakope Fasilitasi harmonisasi kebijakan
Indonesia. investasi subsektor industri kimia
T Pengembangan riset dan manufaktur dasar, b arang kimia dan farmasi
produk bioteknologi dan herbal yang dengan kementerian
terstandar. teknis/lembaga  terkait  untuk
m  Pembangunan kompetensi dan mempercepat pengembangan
kapabilitas riset farmasi untuk produk industri petrokimia terintegrasi.
bioteknologi dan herbal. Fasilitasi kerjasama dengan
kementerian teknis/lembaga
terkait (Kemen ESDM, PT. PLN)
untuk keberlangsungan jaminan
pasokan ener gi yang cukup untuk
kepentingan produksi.
Industri 1. Besibaja dasar T Banten T Banten T Pengembangan roadmap jangka panjang Terlibat aktif dalam pengembangan
Logam 2. Logam dasar bukan 1 Jawa Barat 1 Jawa Barat industri berbasis mine  ral. roadmap jangka panjang industri
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Dasar, besi m  Jawa Timur T Jawa Timur 1 Peningkatan penggunaan produk dalam berbasis mineral, berkoordinasi
Barang - Alumina 1 Kalimantan negeri untuk mengurangi kebutuhan dengan kementerian teknis terkait.
Logam, - Alumunium Selatan impor dengan utilisasi instrumen tarif Penyusu nan peta investasi industri
Mesin, dan - Nickel matte T Sulawesi bea keluar (BK). logam dasar, barang logam, mesin,
Elektronik - Tembaga katoda Tenggara 1 Optimalisasi penggunaan instrumen dan elektronik (supply -demand ,
**) 3. Logam mulia m  Maluku Utara tarif, antara lain penetapan tarif bea potensi investasi , lokasi eksisting,
4. Logam tanah jarang 1 DKI Jakarta masuk produk baja. maupun lokasi pengembangan)
(rare earth ) . Papua m  Evaluasi penetapan tarif bea m  asuk Promosi investasi industri baja
5. Aneka logam (hasil produk baja antara untuk menyerap (iron making dan steel making) , dan
samping/ by product produk baja dalam negeri yang kurang industri baja turunan penghas il
smelter) kompetitif dibandingkan produk impor. produk -produk tertentu antara
1 Pemberian insentif fiskal investasi lain: HRC, HR plate, CRC/S,
strategis. sesuai dengan supply -demand.
1 Penetapan SNI terhadap produk baja Promosi dan kerjasama investasi ke
secara lebih meluas negara-negara utama subsektor
1  Penetapan kebijakan energi untuk industri  logam dasar, barang
dipri oritaskan bagi industri baja dalam logam, mesin dan elektronik, a.l:
negeri baik yang bersumber pada gas Jepang, Korea Selatan, Amerika
maupun batubara. Serika t, India, Tiongkok .
1 Pengembangan kebijakan harmonisasi Promosi  investasi , khususnya
tarif industri baja dalam negeri. industri pengolahan dan
1 Penerapan secara konsisten dan optimal pemurnian  besi baja (bijih besi,

kebijakan pengamanan perdagangan
(instrumen  safeguard , anti
anti subsidi, dll) dalam melindungi
industri logam dasar, barang logam,
mesin dan elektronik  dalam negeri.

dumping,

pasir besi), dan logam dasar bukan
besi (nikel, alumunium, tembaga)
dan memastikan keterkaitan dan
keberlangsungan usaha ( forward -
backward lingkages ).

Fasilitasi pelayanan  perizinan
investasi yang lebih  selektif,
terutama industri baja, diperketat
dengan persyaratan teknis,
teknologi ramah lingkungan.

Fasilitasi kebijakan bea masuk
(BM) terhadap berbagai jenis bahan
baku impor industri logam dasar,
barang logam, mesin, dan
elektronik.

Fasilitasi pemberian insentif fiskal
tax allowance (TA) atau tax holiday
(TH).

Fasilitasi pemberian jaminan
pasokan energi koordinasi dengan
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kementerian/  lembaga  terkait
(Kemen ESDM, PT. PLN).
Harmonisasi ketentuan
perund angan terkait insentif fiskal,
khususnya terkait kawasan
ekonomi .
Peternakan Sapi potong . Jawa Timur . Jawa Timur 1 Peningkatan  kapasitas  pusat -pusat Penyusunan peta investasi
1 Jawa Tengah (bagian selatan, pembibitan ternak untuk menghasilkan peternakan ( supply -demand ,
m  Bali Madura) bibit -bibit unggul, penambahan pakan potensi investasi , lokasi eksisting,
1 Nusa Tenggara 1 Nusa Tenggara yang cukup. maupun lokasi pengembangan)
Timur Timur 1 Penyediaan bibit unggul untuk Fasilitasi bantuan dan konsultasi
1  Nusa Tenggara 1 Nusa Te nggara peternak an kecil . penanaman modal dalam negeri
Barat Barat 1 Penambahan populasi bibit induk sapi yang menjalankan kegiatan
T Sulawesi T Sulawesi dan insemi nasi buatan. penanaman modalnya di luar
Selatan Selatan 1 Pengembangan kawasan peternakan wilayah Indonesia  (outward direct
1 Sulawesi Utara 1 Aceh sapi dengan mendorong investasi swasta investment) pada subsektor
. Papua dan BUMN dan peternakan sapi rakyat peternakan .
termasuk  salah  satunya  melalui Promosi investasi pembibitan sapi
integrasi sapi -sawit. unggul
m  Pembangunan peternakan besar di Promosi investasi pembangunan
daerah Timur Indonesia. peternakan skala be sar di wilayah
1 Penguatan modal peternakan kecil timur (ranch) (bekas  lahan
melalui peningkatan akses terhadap pertambangan di NTT)
sumber pembiayaan dan Promosi dan kerjasama investasi ke
penyempurnaan skim  kredit yang negara-negara utama subsektor
didukung Pemerintah. peternakan, yakni: Australia, New
Zealand.
Fasilitasi pemberian insentif
pembibitan sapi unggul.
Fasilitasi pembangunan
infra struktur terutama pelabuhan
ternak (port shipping) di sentra
produksi ternak
Industri Alat kelistrikan 1  Jawa Barat . Jawa Barat Alat Kelistrikan Penyusunan peta investasi industri
permesinan 1. Motor/generator 1  Jawa Tengah m  Jawa Tengah T Pengembangan investasi industri permesinan alat kelistrikan
listrik DI Yogyakarta pembuat magnet (supply -demand , potensi investasi ,
2. Baterai . Jawa Timur 1 Pengembangan investasi industri lokasi eksisting, maupun lokasi
3. Solar cell komponen pembangkit listrik tenaga pengembangan)
surya Penyusunan/pembaharuan peta
Mesin TPT m  Pengembangan investasi industri investasi industri permesinan TPT
4. Mesin weaving generator uap kapasitas 3 o 25MW; (supply -demand , potensi investasi ,
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(pertenunan) industri mesin uap (turbin gas dan uap) lokasi eksisting, maupun lokasi
5. Mesin knitting dan generator kapasitas > 30MW pengembangan)
(perajutan) 1 Fasilitasi alih teknologi industri sel surya Promosi investasi industri
6. Perawatan dan melalui pendirian atau akuisisi generator uap kapasitas 3 9 25MW,;
perbaikan mesin n  Fasilitasi penelitian dan pengembangan serta industri mesin uap (turbin
TPT, terutama mesin produk sel surya untuk implementasi di gas dan uap) dan generator
spinning dan industri dan masyarakat kapasitas > 30MW.
weaving . Fasilitasi penelitian kabel semi Promosi investasi industri mesin
konduktor khusus dan logam magnet TPT weaving (pertenunan) te rutama
berdaya tinggi untuk menghasilkan shuttle -less loom (water /air).
motor/generator listrik yang efisien Promosi dan kerjasama investasi ke
Mesin TPT negara-negara tujuan investasi
1  Pengembangan investasi industri utama subsektor industri
permesinan mesin  weavin g (pertenunan) permesinan alat kelistrikan dan
1 Pemberian insentif bagi industri TPT yang permesinan industri TPT, yakni:
melakukan perluasan usaha di bidang Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
reparasi mesin TPT, terutama mesin India, dan Tiongkok .
spinning (pemintalan) dan weaving Fasilitasi pemberian insentif fiskal
(pertenunan) tax allowance (TA) atau tax holiday
m  Perlunya dukungan pembiayaan sektor (TH)
perbankan dan jaminan Pemerintah Fasilitasi untuk memperoleh
1 Fasilitasi p enyediaan dan peningkatan dukungan pembiayaan dari sektor
kemampuan SDM dengan kompetensi perbankan dan jaminan
design  engineering , proses  presisi, Pemerintah
pengukuran presisi, dan
mekatronika/robotika
1 Peningkatan peran IKM dalam rantai
pasok komponen industri permesinan
melalui pengembangan sentra industri
pembuat tools dan komponen presisi.
Industri Alat 1. Otomotif (Kendaraan . Jawa Timur T Jawa Barat 11 Pelaksanaan pengembangan roadmap Fasilitasi kebijakan bea masuk
Angkutan Bermotor) m Jawa Barat . Jawa Timur industri alat transportasi secara (BM) terhadap berbagai jenis
dan 2. Komponen otomotif 1 Kepulauan . DKI Jakarta komprehensif yang bersifat antar moda bahan  baku impor subsektor
Transportasi Riau T Banten untuk upaya mendukung peningkatan industri alat angkut dan
Lainnya 1 DKI Jakarta konektifitas dalam neger . transportasi lainnya.
11 Pengembangan pasar domestik melalui Pembuatan peta investasi  industri
harmonisasi tarif dan perpajakan alat angkutan dan transportasi
1 Penguatan industri permesinan melalui lainnya khususnya subsektor
revitalisasi mesin/peralatan presisi pada industri komponen otomotif
industri perkapalan, kereta api, dan (supply -demand , potensi investasi ,
pesawat terbang. lokasi eksisting, maupun lokasi
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Peningkatan kemampuan industri
komponen otomotif dalam negeri .
Pemberian insentif untuk  industri yang
melakukan pengembangan penelitian dan
pengembangan ( R& D).

Pengembangan kawasan industri dan
sentra IKM khusus industri otomotif.

pengembangan) .

Fasilitasi untuk mendorong aliansi
strategis dengan pemain otomotif
utama dunia.

Promosi investasi
komponen otomotif .
Promosi dan kerjasama investasi

industri

11 Pengembangan standarisasi  produk, ke negara -negara tujuan investasi
proses, manajemen (ISO9000, 1SO14000, utama subsektor industri alat
dan 1SO26000), dan industri hijau. angkutan dan transp  ortasi lainnya,

1 Pemberian insentif fiskal untuk menarik yakni: Jepang, Korea Selatan,
investasi industri komponen berteknologi Taiwan, India, Jerman, Italia,
tinggi . Prancis.

m Penguatan supply chain IKM modern
(logam, karet, plastik, kulit).

6. INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERTAMBANGAN UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH EKSPOR
Pertambanga 1. Bijih besi 1. Bijih besi 1 Bijih besi: m Mendorong Public Private Partnership Penyusunan peta investasi industri
n 2. Pasir besi (Kalimantan Kalimantan (PPP) sebagai kerangka kebijakan pengolahan hasil pertambangan
(terintegrasi 3. Nikel Selatan) Selatan, khususnya di bidang pertamb ~ angan. khususnya mineral logam dan
dengan 4. Bauksit Sulawesi T Harmonisasi kebijakan teknis aneka  logam ( supply -demand ,
pengolahann 5. Tembaga 2. Pasir besi (DI Selatan pelaksanaan lintas kementerian potensi investasi , lokasi eksisting,
ya) 6. Mangan Yogyakarta) 1 Pasir besi: DI teknis /lembaga yang mendukung maupun lokasi pengembangan)
7. Logam mulia Yogyakarta, kegiatan pada subsektor pertambangan Fasilitasi k ebijakan Bea Keluar (BK)
8. Logam tanah jarang 3. Nikel Jawa Tengah seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, terhadap berbagai jen is mineral
(rare earth ) (Sulawesi 1 Nikel: Mal uku jasa usaha pertambangan dan yang bertujuan untuk
9. Aneka logam (hasil Selatan ) Utara, Sulawesi pengiriman hasil produksi. mengendalikan ekspor
samping/ by product Tenggara 11 Penetapan pemerintah tent ang akses Fasilitasi harmonisasi kebijakan
smelter) 4. Bauksit T Bauksit: informasi data hasil eksplorasi dan investasi pada pertambangan
(Bintan, Riau) Kalimantan eksploitasi yang dimiliki oleh pelaku dengan kementerian
Barat usaha pertambangan. teknis/lembaga/pemda terkait
5. Tembaga T Tembaga: 1 Penataan kewenangan antara pemerintah Fasilitasi penyusunan mekanisme
(Papua) Papua daerah dan pemerintah pusat dalam kemitraan sektor publik dan privat
1 Mangan: DI menetapkan WP/WUP/WIUPK di bidang investasi perta mbangan .
6. Mangan Yogyakarta n Pertimbangan  keberlangsung an nilai Fasilitasi bantuan dan konsultasi
(DI Yogyakarta , m  Logam mulia: ekonomis atas pelaku usaha pemegang pada investor untuk
Jawa Barat, Aceh, Sulawesi KK/PKP2B dengan memperhitungkan menyelaraskan rencana investasi
Maluku Utara ) Utara, penyusutan volume cadangan serta dengan RTRW .
Kalimantan konsekuensi atas nilai investasi Promosi dan kerjasama investasi ke
7. Logam mulia Barat sebelumnya negara-negara tujuan investasi
(Aceh, Riau, 1 Aneka logam 1 Review Permendag Nomor 32/2013 utama industri alat angkutan dan
Bengkulu, tentang tata niaga timah , khususnya transportasi lainnya, yakni:
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Rincian

Lokasi

Subsektor Subsek tor/Komoditas Lokasi Eksisting Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Program
Sulawesi Utara, terkait kewenangan Bursa Komoditi dan Jepang, Amerika Seri kat, Tiongkok ,
Kalimantan Derivatif  Indonesia  (BKDI) untuk Korea Selatan, Australia.
Barat, Jawa mengelola tata niaga timah
Barat, Papua, Pemberian insentif fis kal dalam
NTB) menentukan besaran pajak ekspor atau
bea keluar (BK) berdasarkan pada
8. Aneka Logam progres pembangunan smelter secara
(Banten, Jawa bertingkat . Semakin besar progres
Barat ) pembangunan smelter -nya, semakin kecil
BK yang akan dikenakan.
7. INDUSTRI PARIWISATA
Pariwisata 1. Kawasan Pariwisata 1. KSPN Toba, Bugam Raya, Percepatan penyusunan Rencana Tata Penyusunan peta investasi
2. Daya Tarik Wisata Sumatera Utara Kalimantan Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk pariw isata (supply -demand , potensi
3. Jasa Transportasi 2. KSPN Tengah Pembangunan Kepariwisataan Daerah investasi , lokasi eksisting, maupun

Wisata Kepulauan Palalawan (RIPPARDA), Rencana Umum Penanaman lokasi pengembangan) , beserta
4. Jasa Perjalanan Seribu, DKI (Bono), Riau Modal (RUPM) Provinsi dan perencanaan infrastruktur, sarana

Wisata Jakarta Wakatobi, Kabupaten/Kota, Rencana Zonasi dan prasarana untuk daerah yang
5. Jasa Makanan dan 3. KSPN Kota Tua - Sulawesi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil memiliki  potensi  wisata agar

Minuman Sunda Kelapa, Tenggara (RZWP3K), bagi Pemerintah Provinsi, menjadi menarik.

6. Penyediaan DKI Jakarta Tobasa, Kab./Kota yang belum menyelesaikannya Penyusunan perencanaan

Akomodasi 4. KSPN Sumatera Utara sehingga proyek investasi pariwisata yang pengembangan investasi di  bidang
7. Penyelenggaraan Borobudur, Saumlaki, terhambat karena tidak adanya dokumen pariwisata  khususnya Kawasan

Kegiatan Hiburan Jawa Tengah Maluku bisa berjalan kembali Strategis Pariwisata Nasional

dan Rekreasi 5. KSPN Bromo - Sabang, NAD Meningkatan jumlah sekolah menengah (KSPN) untuk  mengidentifikasi
8. Jasa Tengger Bintan, Kep. kejuruan pariwisata, akademi atau produk wisata yang berpotensi

Penyelenggaraan Semeru, Jawa Riau pelatihan -pelatihan di bidang pariwisata dikembangkan, regulasi investasi,

Kegiatan Hiburan Timur Anambas, Kep. untuk meningkatkan ketersediaan SDM kebutuhan infrastruktur dan

dan Rekreasi 6. KSPN Riau yang memiliki keahlian di bidang sarana prasarana lainnya di
9. Jasa Informasi Kintamani - Rote, NTT pariwisata yang berdaya saing. wilayah pariwisata, kendala dan

Pariwisata Danau Batur, Gunungsitoli, Mempercepat pembangunan strateg i pengembangan pariwisata
10. Jasa Konsultan Bali Sumatera Utara infrastruktur di daerah pariwisata (jalan, ke depannya .

Pariwisata 7. KSPN Nias Utara, air bersih, pengelolaan limbah, listrik, Fasilitasi investor yang akan
11. Jasa Pramuwisata Menjangan, Sumatera Utara dan telekomunikasi) menanamkan modalnya di bidang
12. Wisata Tirta Pemuteran, Bali Bangka, Meningkat kan jumlah transportasi darat, pariwisata.

13. Usaha SPA 8. KSPN Kuta, Kepulauan laut dan udara yang belum memadahi di Fasilitasi pertemuan antara
Sanur, Nusa Bangka wilayah pariwisata. investor, BKPM, instansi terkait,
Dua, Bali Belitung Perlunya insentif dari pemerintah daerah pemerintah  daerah, masyarakat

9. KSPN Rinjani,
NTB

10. KSPN Komodo,
NTT

Sumenep, Jawa
Timur

Tanjung
Lesung, Banten

bagi investor yang berusaha dibidang
pariwisata di daerah tersebut.

Jaminan keamanan dan ketertiban di
daerah wisata.

sekitar dan  stakeholder lainnya
untuk membahas ken dala investasi
yang  dihadapi investor  dan
solusinya.
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Subsektor Subsek E)Irrl]lifrgo ditas Lokasi Eksisting Penglé?:\(g;gan Rekomendasi Kebijakan Program
11. KSPN Ende - Mandalika, NTB Percepatan Pelayanan penanaman modal Fasilitasi bimbingan dan PTSP
Kelimutu, NTT Teluk Mekaki, di daerah dengan  mengoptimalkan daerah.
12. KSPN Tanjung NTB pelaksanakaan PTSP. Koordinasi dan harmonisasi
Puting, Belitung, Peningkatan infrastruktur IT di daerah kebijakan penanaman modal di
Kalimantan Bangka dalam rangka mendukung kegiatan bidang pariwisata dengan instansi
Tengah Belitung promosi investasi pariwisata ( Wifi, pemerintah  pusat, Pemerintah
13. KSPN Toraj a, Medana Bay, internet, telepon, faximile , telex) Daerah, investor, masyarakat
Sulawesi NTB setempat dan stakeholder lainnya .
Selatan Tanjung Sosialisasi kebijakan investasi di
14. KSPN Bunaken, Ringgit, NTB bidang pariwisata baik di pusat
Sulawesi Utara maupun daerah
15. KSPN Promosi  daerah -daerah  wisata
Wakatobi, maupun daerah yang memiliki
Sulawesi potensi untuk dikembangkan
Tenggara menjadi daerah tujuan wisata
16. KSPN Raja untuk menarik minat investor
Ampat, Papua untuk  beri nvestasi di daerah
Barat tersebut.
Promosi dan kerjasama investasi ke
negara-negara tujuan investasi
utama pariwisata, yakni:
Singapura, Australia, New Zealand,
Jepang, Belanda.
Keterangan:
*) Termasuk dalam subsektor yang dikembangkan dalam rangka substitusi i mpor.

**) Termasuk dalam sektor yang dikembangkan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan substitusi impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG
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ANAK LAMPIRAN Il

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR1 TAHUN 201 7

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA° NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015 -
2019

MATRIK RENCANA PEN GEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015  -2019

Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Tahun 2015 -20109:
. Target
No. Pembangunan Eksisting 2015 -2019
a. | Kawasan Ekonomi Khusus 8 7
b. | Kawasan Industri 79 14
c Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 4
" | (KPBPB)

*) Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia
Sumber: RPIMN 2015 -2019 (diolah)

A. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusu
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo -ekonomi dan
geostrategi, serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, logistik,

Undang -Undang No mor 39 Tahun 2009 tentang

s, Kawasan Ekon omi Khusus (KEK) dikembangkan




